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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
memberikan petunjuk dan kekuatan, sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2019.

Secara normatif penyusunan LKJ Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tahun 2019 dimaksudkan untuk memenuhi Instruksi
Presiden Rl Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat.

Penyusunan LKJ ini merupakan perwujudan kewajiban Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan
kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui
pengukuran indikator kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Diharapkan LKJ ini dapat dijadikan sebagai media untuk
melakukan evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil pada tahun 2019. Selain itu disadari bahwa LKJ ini belum
dapat menginformasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tahun 2019 secara komprehensif. Oleh karena itu hasil
evaluasi, koreksi dan saran perbaikan dari berbagai pihak dan stakeholder
terkait dapat kami terima dan sangat kami harapkan demi untuk

penyempurnaan dalam penyusunan LKJ di masa yang akan datang,
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sekaligus untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil agar menjadi lebih baik lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati segala itikad
baik dan upaya yang dapat kita laksanakan dalam rangka melaksanakan
tugas dan amanat khususnya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang
kita cintai.

Pontianak, Februari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat

Pembina ttan

NIP. 19660902 199403 1 005
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1.

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Derah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat telah terbentuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur Kalimantan Barat
dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi
Warga Negera Indonesia maupun Warga Negara Asing yang
berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi
kependudukan bagi penduduk tersebut, maka sesuai dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di
Daerah, disebutkan bahwa urusan Pemerintahan di bidang
Administrasi Kependudukan adalah merupakan bidang tugas
yang bersifat konkuren atau bidang tugas pemerintahan yang
harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari perangkat
Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi
(Gubernur) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota)
sesuai porsi kewenangan sebagaimana di atur dalam Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Secara teknis, untuk melaksanakan kewenangan
dimaksud, Pemerintah Provinsi sudah digariskan oleh Pemerintah
Pusat untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran
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penduduk, fasilitasi pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan
informasi  administrasi kependudukan  dan penguatan
kelembagaan pelayanan administrasi kependudukan. Melalui
kewenangan dimaksud, Pemerintah Pusat berharap pelayanan
langsung administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota berjalan
lancar.

Karena itu, Pemerintah Provinsi harus melaksanakan
program dan kegiatan strategis untuk mengimplementasikan
kewenangan yang diberikan dimaksud yang dituangkan dalam
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kalimantan Barat.

Susunan Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat terdiri dari 5 (lima) bidang dan dengan susunan
organisasi terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Bidang Kelembagaan.

@ ™ o o0 T ®

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari Sub
Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi 3
(tiga) Seksi terdiri dari Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pendaftaran Penduduk, Seksi Bina Aparatur Pendaftaran
Penduduk, dan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Seksi-seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing
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dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi 3 (tiga)
Seksi terdiri dari Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pencatatan Sipil, Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil, dan Seksi
Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi. Seksi-seksi sebagaimana
tersebut di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari Seksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Bina Administrator Database, Seksi Pengolahan dan
Penyajian Data Kepenuukan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi.
Seksi-seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan.

Bagian Kelembagaan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari
Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi. Seksi-seksi
sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk membantu tugas dan menjalankan kewenangan
Gubernur dalam melakukan pengelolaan dan penyajian data
kependudukan berskala provinsi dan melakukan koordinasi
pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan
di daerah, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sesuai Peraturan
Gubernur Kalimantan Barat Nomor 106 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat adalah membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi

Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Perumusan program dan kegiatan Bidang Fasilitasi
Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan
Kelembagaan.

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi
Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan
Kelembagaan.

C. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi
Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan
Kelembagaan.

d. Pemberiaan  bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan

kelembagaan.
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Pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi
kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.

Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal
dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh kementrian yang bertanggungjawab
dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan
administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Gubernur di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan,

membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan

dan pelaporan kegiatan dinas di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

a.

Penetapan program kerja dan kegiatan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan barang milik negara dan daerah.

Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara.
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Pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan
pelaporan program dan Kkegiatan urusan administrasi
kependudukan kabupaten/kota.

Pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara
meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian
kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi
kependudukan kabupaten/kota.

Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang
menangani urusan administrasi kependudukan
kabupaten/kota.

Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik
negara di kabupaten/kota.

Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, dan kelembagaan

Perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi
pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan
kelembagaan.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi
pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan
kelembagaan.

Pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi di fasilitasi
pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan
kelembagaan.

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerjasama pelaksanaan administrasi
kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan.
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Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang fasilitasi pendaftaran  penduduk, fasilitasi
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan.

Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal
dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh kementrian yang bertanggungjawab
dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan
administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh  Gubernur di bidang Administrasi
Kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas.

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur
berkenaan dengan perumusan Kkebijakan di bidang
administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-

undangan.
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Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset,
serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi  kependudukan, kelembagaan, pengendalian
kependudukan dan keluarga berencana di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
rencana kerja dan monitoring, evaluasi dan umum dan
aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik
Pemerintah dan Pemerintah daerah;

c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan
rencana kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

d. Pemberian dukungan pelayanan di bidang rencana kerja,
umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset
Pemerintah dan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan
aparatur, pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah dan
Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

g. Pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi

pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja
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perjabat yang membidangi administrasi kependudukan di
kabupaten/kota.

h. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang
menangani urusan administrasi kependudukan di
kabupaten/kota;

i. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

j- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas;
Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang
diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Sekretariat membawabhi :

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpul
dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana Kerja,
monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan
kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring
dan evaluasi di lingkungan Dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di lingkungan sekretariat;
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d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas
dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi;

e. pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja, monitoring
dan evaluasi sesuai dengan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas di Subbagian Perencanaan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rencana
kerja, monitoring dan evaluasi;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana
kerja, monitoring dan evaluasi;

i. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring
dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
mengumpul dan mengolah bahan kebijakan dibidnag umum dan
kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan
kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan
Dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan sekretariat;

d. Pelaksanaan koordinasi danfasilitasi sesuai dengan tugas
dan fungsi di bidang Umum dan Kepegawaian;

e. Pelaksanaan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian

sesuai peraturan perundang-undangan;
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Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum dan
Kepegawaian,;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Umum
dan Kepegawaian;

Pelaksanaan tugas lain dibidang Umum dan Kepegawaian
yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan
kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan
fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan
aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-
undangan;

pengendalian pengawasan pelaksanaan tugas di
Subbagian keuangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan
keuangan dan aset;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

pengelolaan keuangan dan aset;
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i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan
dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknisdi
bidang fasilitasi sarana dan prasara pendaftaran penduduk, bina
aparatur pendaftaran penduduk dan monitoring, evaluasi dan
dokumentasi serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan
seluruh  kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Bagian Fasilitasi Pendaftaran

Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang fasilitas sarana dan prasarana pendaftaran
penduduk;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang bina aparatur pendaftaran penduduk;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai
peraturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi
pendaftaran penduduk sesuai peraturan perundang-
undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai peraturan

perundang-undangan;
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i. pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan  terhadap
pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi pendaftaran

penduduk;

j- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi

pendaftaran penduduk;

k. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas
di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan;

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi :

a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran

Penduduk;

b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk.

Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran
Penduduk mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan teknis fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran
penduduk serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk
mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk;

b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan daerah di Bidang Fasilitasi Sarana Dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk;

C. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Fasilitasi

Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
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Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pendaftaran Penduduk;

Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi Sarana
dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi
Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
Pelaksanaan tugas lain di bidang Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pendaftaran Penduduk yang diserahkan oleh
Kepala Bidang.

Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mengumpul

dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur

Pendaftaran Penduduk serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai

fungsi :

a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Aparatur
Pendaftaran Penduduk;

pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bina
Aparatur Pendaftaran Penduduk;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk sesuai

peraturan perundang-undangan;

BAB 1

14



Laporan Kinerja (LKJ)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Bina Aparatur Pendaftaran
Penduduk;

pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bina Aparatur
Pendaftaran Penduduk;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Bina
Aparatur Pendaftaran Penduduk;

pelaksanaan tugas lain di bidang Bina Aparatur
Pendaftaran Penduduk yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan

teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan

fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Monitoring,

Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi
dan Dokumentasi;

pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Monitoring,
Evaluasi dan Dokumentasi;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sesuai
peraturan perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Monitoring, Evaluasi dan

Dokumentasi;
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f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Monitoring,
Evaluasi dan Dokumentasi;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Monitoring,
Evaluasi dan Dokumentasi;

h. pelaksanaan tugas lain di bidang Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang
fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur
pencatatan sipil dan monitoring, evaluasi dan dokumentasi serta
bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang fasilitasi pencatatan sipil. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Fasilitasi Pencatatan
Sipil;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil;

C. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang
Fasilitasi Pencatatan Sipil;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

g. penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Fasilitasi
Pencatatan Sipil;

h. penyelenggaran kegiatan pelayanan dan administrasi di

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi
Pencatatan Sipil;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Fasilitasi
Pencatatan Sipil;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi :

Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil;

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan

fungsinya.

Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan

teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan

fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Fasilitasi

Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana pencatatan sipil;

Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan daerah di Bidang Fasilitasi Sarana Dan
Prasarana pencatatan sipil;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Fasilitasi
Sarana dan Prasarana pencatatan sipil;

Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana pencatatan sipil

sesuai peraturan perundang-undangan;
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Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana
pencatatan sipil;

Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi Sarana
dan Prasarana pencatatan sipil;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi
Sarana dan Prasarana pencatatan sipil;

Pelaksanaan tugas lain di bidang Fasilitasi Sarana dan
Prasarana pencatatan sipil yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan di bidang

bina aparatur pencatatan sipil serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Aparatur
pencatatan sipil;

pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Bina Aparatur pencatatan sipil;
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bina
Aparatur pencatatan sipil;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Bina Aparatur pencatatan sipil sesuai peraturan
perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Bina Aparatur pencatatan sipil;
pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bina Aparatur

pencatatan sipil;
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pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Bina
Aparatur pencatatan sipil;

pelaksanaan tugas lain di bidang Bina Aparatur pencatatan
sipil yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi  Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan

teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan

fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Monitoring,

Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi
dan Dokumentasi;

pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Monitoring,
Evaluasi dan Dokumentasi;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sesuai
peraturan perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi;

pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Monitoring,
Evaluasi dan Dokumentasi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Monitoring,
Evaluasi dan Dokumentasi;

pelaksanaan tugas lain di bidang Monitoring, Evaluasi dan

Dokumentasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan
prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
bina administrator database, pengolahan dan penyajian data
kependudukan, monitoring dan evaluasi oengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program Kkerja di Bidang Pengelolaan
Informasi dan Administrasi Kependudukan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan
informasi  administrasi  kependudukan dan  bina
administrator database;

C. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan,;

e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang
Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi
Kependudukan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di  Bidang
Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di

Bidang Pengelolaan Informasi dan  Administrasi

Kependudukan;
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i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;

- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan
Informasi dan Administrasi Kependudukan;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
di Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi
Kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan  Administrasi
Kependudukan membawabhi :

a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Informasi  Administrasi Kependudukan dan Bina
Administrator Database;

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

C. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan

Administrasi Kependudukan.

Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina
Administrator Database mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator
Database dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas
dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database
mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Bina Administrator Database;
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b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Bina Administrator Database;

C. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Fasilitasi
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Bina Administrator Database;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Informasi  Administrasi Kependudukan dan Bina
Administrator Database sesuai peraturan perundang-
undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Bina Administrator Database;

f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi Sarana
dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Bina Administrator Database;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Bina Administrator Database;

h. pelaksanaan tugas lain di bidang Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Bina Administrator Database di
serahkan oleh kepala bidang.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan
teknis bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan

serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiata
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sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan;

C. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengolahan
dan Penyajian Data Kependudukan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan;

f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengolahan
dan Penyajian Data Kependudukan;

h. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan yang diserahkan oleh
Kepala Bidang.

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas
mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta bertanggungjawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Seksi Monitoring dan Evaluasi

mempunyai fungsi :
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a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Monitoring dan
Evaluas;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Monitoring dan Evaluasi;

C. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Monitoring
dan Evaluasi;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di

bidang Monitoring dan Evaluasi sesuai peraturan

perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Monitoring dan Evaluasi;

f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Monitoring dan
Evaluasi;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Monitoring
dan Evaluasi;

h. pelaksanaan tugas lain di bidang Monitoring dan Evaluasi
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian
penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
monitoring dan evaluasi serta bertanggungjawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang kelembagaan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kelembagaan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang kelembagaan,;

C. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
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d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
monitoring dan evaluasi;

e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang
kelembagaan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas di bidang kelembagaan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
kelembagaan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di

bidang kelembagaan,;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kelembagaan;

J- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang
kelembagaan;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
di bidang kelembagaan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan  Administrasi
Kependudukan membawabhi :

a. Seksi Kerjasama;

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kerjasama serta
bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi
Kerjasama mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kerjasama,;
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b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan daerah di bidang Kerjasama;
C. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kerjasama;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di

bidang Kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Kerjasama;

f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kerjasama;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Kerjasama;

h. pelaksanaan tugas lain di bidang Kerjasama yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan
teknis bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiata
sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan;

C. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

sesuai peraturan perundang-undangan;
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pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan,;

pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
pelaksanaan tugas lain di bidang Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang

Monitoring dan Evaluasi kelembagaan serta bertanggungjawab

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan

fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Monitoring

dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Monitoring dan
Evaluasi;

pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang Monitoring dan Evaluasi kelembagaan;
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di
bidang Monitoring dan Evaluasi sesuai peraturan
perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Monitoring dan Evaluasi;
pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Monitoring dan

Evaluasi kelembagaan;
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pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Monitoring
dan Evaluasi Kelembagaan;

pelaksanaan tugas lain di bidang Monitoring dan Evaluasi

kelembagaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar terdiri dari

4 bagian yaitu :

1.

PNS yang menduduki Jabatan Struktural, baik Pejabat
Eselon Il (Kepala Dinas), Pejabat Eselon Ill (Sekretaris dan
Kepala Bidang) dan Pejabat Eselon IV (Kasubbag dan
Kasi) ;

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, yaitu
Pranata Komputer;

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum;

Pegawai Tidak Tetap (PTT) / pekerja harian yang
dipekerjakan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-
tugas ringan dan dipandang lebih efisien jika diserahkan
kepada pegawai non PNS, seperti Pengelola Sistem
Informasi Kependudukan, Analis Kependudukan dan
Pencatatan Sipil , Supir Kadis, dan Penjaga Malam.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan adalah

sebanyak 55 orang, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

(PNS) maupun yang berstatus Non PNS, dengan perincian sebagai
berikut :
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a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan berjumlah 48
orang, terdiri dari 21 orang PNS yang menduduki Jabatan
Struktural, 2 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
tertentu, dan 25 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
Umum.

Secara keseluruhan, data PNS yang ada dilingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar dapat
dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalbar*

No Kualifikasi | Jumlah Pangkat/ Jumlah Struktural/ Jumlah
" | Pendidikan | Personil Golongan Personil Fungsional Personil

1. S2 10 Pembina 1 Eselon ll/a 1
Utama
Muda
(IVic)
Pembina 1 Eselon lll/a 1
Tingkat |
(IV/b)
Pembina 5 Eselon IV/a 4
(IV/a) Fungsional 1

Umum/Staf

Penata 2 Eselon IV/a 2
Tingkat |
(l/d)
Penata 1 Fungsional 1
(l/c) Umum/Staf

2. S1 16 Pembina 2 Eselon lll/a 2
Tingkat |
(IV/b)
Pembina 2 Eselon lll/a 1
(IV/a) Fungsional 1

Umum/Staf

Penata 8 Eselon IV/a 7
Tingkat | Fungsional 1
(11l/d) Umum/Staf
Penata 1 Eselon IV/a 1
(M/c)
Penata 3 Fungsional 3
Muda (lll/a) Umum/Staf

3. D3 12 Penata 2 Fungsional 2
(l/c) Umum/Staf
Penata 2 Fungsional 2
Muda Umum/Staf
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No Kualifikasi | Jumlah Pangkat/ Jumlah Struktural/ Jumlah
" | Pendidikan | Personil Golongan Personil Fungsional Personil
Tingkat |
(111/b)
Penata 2 Fungsional 2
Muda (lll/a) Umum/Staf
Pengatur 5 Fungsional 5
Tingkat | Umum/Staf
(ll/d)
Pengatur 1 Fungsional 1
(ll/c) Umum/Staf
4, SMA 9 Penata 8 Fungsional 8
Muda Umum/Staf
Tingkat |
(1l/b)
Pengatur 1 Fungsional 1
(Il/c) Umum/Staf
5. SD 1 Pengatur 1 Fungsional 1
Muda (ll/a) Umum/Staf
JUMLAH 48 48 48
b. Non PNS (Tenaga Kontrak)
Perlu diinformasikan bahwa sampai laporan ini

diselesaikan penyusunannya Pegawai yang berstatus PTT/tenaga
kontrak yang dipekerjakan di lingkungan Dinas Kependudukan
Kalbar
berjumlah 7 orang. Data jumlah PTT/tenaga kontrak tersebut
dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.2

dan Pencatatan Sipil Provinsi secara keseluruhan

Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak
Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalbar

No. Kualifikasi Pekerjaan yang I;j::::)anr:l
diserahkan kepada PTT
(orang)
1 Pengelola Data Sistem Informasi 5
" | Administrasi Kependudukan
5 Analis Kependudukan dan 5
" | Pencatatan Sipil
3. | Satpam/Penjaga Malam 2
4. | Supir 1
JUMLAH 7

Data Per 31 Desember 2019
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5.

Sumber Daya Keuangan
Pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil mendapatkan alokasi anggaran APBD Provinsi Kalimantan

Barat dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan wajib

kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 7 (tujuh)

program dan 88 (delapan puluh delapan) kegiatan dengan

APBD Murni sebesar Rp.5.639.402.800,- namun pada

Anggaran  Perubahan mengalami rasionalisasi sebesar

Rp.267.881.061,- menjadi Rp.5.371.521.739,- dengan rincian

perubahan sebagai berikut :

Kegiatan yang dikurangi anggarannya antara lain :

1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah (01.14) dengan alokasi anggaran semula
Rp.197.971.048,- berkurang Rp.56.307.773,- menjadi
Rp.141.663.275,-

2. Pemantapan Pengelolaan  dan Penyajian Data
Kependudukan (16.01) dengan alokasi anggaran semula
Rp.61.120.000,- berkurang Rp.10.945.600,- menjadi
Rp.50.174.400,-

3. Pemantapan Administrasi Pendaftaran Penduduk Pelintas
Batas (16.03) dengan alokasi anggaran semula
Rp.33.323.700,- berkurang Rp.4.299.000,- menjadi
Rp.29.094.700,-

4. Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk (16.04) dengan alokasi anggaran semula
Rp.58.984.200,- berkurang Rp.18.975.400,- menjadi
Rp.40.008.800,-

5. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan pada Kabupaten/Kota (16.06)
dengan alokasi anggaran semula Rp.54.360.000,-
berkurang Rp.15.330.000,- menjadi Rp.39.030.000,-
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10.

11.

12.

13.

Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan Tingkat Provinsi (16.08) dengan alokasi
anggaran semula Rp.70.140.000,- berkurang
Rp.8.070.000,- menjadi Rp.62.070.000,-

Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan (16.09) dengan alokasi anggaran
semula Rp.153.929.000,- berkurang Rp.1.208.600,-
menjadi Rp.152.720.400,-

Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data (16.10)
dengan alokasi anggaran semula Rp.57.710.000,-
berkurang Rp.11.090.000,- menjadi Rp. 46.620.000,-
Pemantapan Penerapan Kartu ldentitas Anak (16.12)
dengan alokasi anggaran semula Rp.29.608.900,-
berkurang Rp.5.008.000,- menjadi Rp.24.600.900,-
Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian  Akta
Pencatatan Sipil (16.13) dengan alokasi anggaran semula
Rp.55.344.000,- berkurang Rp.13.485.888,- menjadi
Rp.41.858.112,-

Penyusunan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana
Pencatatan Sipil (16.14) dengan alokasi anggaran semula
Rp.62.660.000,- berkurang Rp.11.900.000,- menjadi
Rp.50.760.000,-

Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (16.15)
dengan alokasi anggaran semula Rp.70.919.000,-
berkurang Rp.12.500.000,- menjadi Rp.58.419.000,-
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
Kalimantan Barat (16.17) dengan alokasi anggaran semula
Rp.49.990.000,- berkurang Rp.7.990.000,- menjadi
Rp.42.000.000,-
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat
(16.18) dengan alokasi anggaran semula Rp.107.629.000,-
berkurang Rp.2.169.200,- menjadi Rp.105.459.800,-
Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP-elektronik
(16.20) dengan alokasi anggaran semula Rp.132.906.700,-
berkurang Rp.9.320.000,- menjadi Rp.123.586.700,-
Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana
Perekaman dan Pencetakan KTP-el Kabupaten/Kota
(16.21) dengan alokasi anggaran semula Rp.58.353.700,-
berkurang Rp.20.746.600,- menjadi Rp.37.607.100,-

Rapat Koordinasi Pengelola Informasi Administrasi
Kependudukan (16.23) dengan alokasi anggaran semula
Rp.40.790.000,- berkurang Rp.7.990.000,- menjadi
Rp.32.800.000,-

Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring
Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan
(SIMPEL Adminduk) (16.25) dengan alokasi anggaran
semula Rp.163.494.000,- berkurang Rp.5.000.000,-
menjadi Rp.158.494.000,-

Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran secara
Online se Kalbar (16.28) dengan alokasi anggaran semula
Rp.84.740.000,- berkurang Rp.15.000.000,- menjadi
Rp.69.740.000,-

Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan se Kalimantan Barat (16.29) dengan
alokasi anggaran semula Rp.33.108.000,- berkurang
Rp.1.824.000,- menjadi Rp.31.284.000,-

Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Barat
(17.02) dengan alokasi anggaran semula Rp.20.721.000,-
berkurang Rp.8.880.000,- menjadi Rp.11.841.000,-
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22. Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga
Sejahtera dan Pengendalian Penduduk (17.03) dengan
alokasi anggaran semula Rp.33.929.000,- berkurang
Rp.9.560.000,- menjadi Rp.24.369.000,-

23. Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se
Kalimantan Barat (17.04) dengan alokasi anggaran semula
Rp.52.449.000,- berkurang Rp.10.351.000,- menjadi
Rp.42.098.000,-

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 vyaitu
sebesar Rp. 6.840.481.000,- yang diberikan dalam bentuk
APBD Murni dan di dalam APBD Perubahan terdapat
beberapa kegiatan yang dikurangi anggarannya sebesar
Rp. 1.563.505.821,50,- sehingga anggaran pada tahun 2018
sebesar Rp. 5.276.975.178,50,- maka terdapat penurunan
alokasi anggaran dengan prosentase sebesar 22,86%.

Keseluruhan alokasi anggaran pada tahun 2019 dapat
direalisasikan cukup tinggi yaitu sebesar Rp.4.818.814.720,- atau
dengan prosentase 89,71%. Adapun realisasi anggaran pada

setiap program dan kegiatan secara terinci sebagai berikut :

No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Program 896.698.063 828.690.336 |92,41

Surat Menyurat

1. | Penyediaan Jasa 5.000.000 3.355.500 |67,11

Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

2. | Penyediaan Jasa 210.300.000 191.312.423 |90,97

Perizinan
Kendaraan Dinas /
Operasional

3. | Penyediaan Jasa 3.000.000 2.658.300 | 88,61

4. | Penyediaan Jasa 2.000.000 1.839.000 91,95
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Administrasi
Keuangan

Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

100.650.000

100.600.000

99,95

Penyediaan Alat
Tulis Kantor

25.000.000

24.980.000

99,92

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

20.000.000

20.000.000

100

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor

10.000.000

10.000.000

100

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

13.000.000

13.000.000

100

10.

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan

11.520.000

11.520.000

100

11.

Penyediaan
Makanan dan
Minuman

20.000.000

14.250.000

71,25

12.

Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah

141.663.275

111.770.325

78,90

13.

Penyediaan Jasa
Keamanan
Lingkungan
Kantor/Rumah
Jabatan dan
Pendukung
Perkantoran
Lainnya

201.604.788

201.604.788

100

14.

Penyediaan Jasa
Penatausahaan
Keuangan dan
Barang

112.000.000

112.000.000

100

15.

Penyediaan Jasa
Publikasi / Iklan dan
Dokumentasi

20.960.000

9.800.000

46,76

Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana

484.222.264

475.614.764

98,22
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16.

Pengadaan
Perlengkapan /
Peralatan Kantor

211.700.000

207.615.000

98,07

17.

Pengadaan Sarana
/ Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor

50.650.000

50.316.500

99,34

18.

Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Gedung
Kantor

50.000.000

49.800.000

99,60

19.

Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Kendaraan
Jabatan, Kendaraan
Dinas / Operasional

78.210.000

74.360.000

95,08

20.

Pemeliharaan Rutin
/ Berkala AC / Kipas
Angin

5.000.000

5.000.000

100

21.

Pemeliharaan Rutin
/ Berkala
Perlengkapan
Peralatan Kantor

21.600.000

21.600.000

100

22.

Pengadaan Sarana
/ Prasarana
Olahraga

8.412.264

8.412.264

100

23.

Pengadaan
Mebelair

56.250.000

56.111.000

99,75

24.

Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Generator

2.400.000

2.400.000

100

Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

62.600.000

61.610.000

98,42

25.

Pengadaan Pakaian
Khusus dan
Perlengkapannya

57.600.000

56.880.000

98,75

26.

Pengadaan Mesin /
Kartu Absensi

5.000.000

4.730.000

94,60

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

87.000.000

44.030.000

50,61

27.

Sosialisasi,
Bimbingan Teknis,
Workshop

87.000.000

44.030.000

50,61

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan

189.559.000

187.489.000

98,91
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Capaian Kinerja
Dan Keuangan

28.

Penyusunan
Laporan Keuangan

35.000.000

35.000.000

100

29.

Penyusunan LAKIP

15.000.000

15.000.000

100

30.

Penyusunan
RENSTRA

25.495.000

25.295.000

99,22

31.

Penyusunan RENJA
SKPD

16.000.000

15.200.000

95,00

32.

Penyusunan an
Pelaporan LPPD
Dan LKPJ

15.000.000

15.000.000

100

33.

Penyusunan RKA
SKPD dan DPA
SKPD

35.000.000

35.000.000

100

34.

Penyusunan
Perencanaan
Teknis SKPD
Tingkat Provinsi

33.064.000

31.994.000

96,76

35.

Evaluasi dan
Pelaporan
Penyerapan
Anggaran

15.000.000

15.000.000

100

Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

3.486.230.412

3.070.899.570

88,09

36.

Pemantapan
Pengelolaan dan
Penyajian Data
Kependudukan

50.174.400

48.710.400

97,08

37.

Pemantapan
Penerapan SIAK
pada
Kabupaten/Kota

65.110.000

59.731.200

91,74

38.

Pemantapan
Administrasi
Pendaftaran
Penduduk Pelintas
Batas

29.094.700

25.414.700

87,35

39.

Pemantapan
Administrasi
Penyelenggaraan
Pendaftaran
Penduduk

40.008.800

28.498.400

71,23

40.

Bimbingan Teknis
Pengelola Database
SIAK

74.890.000

72.375.800

96,64
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41.

Monitoring dan
Evaluasi Kerjasama
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan

39.030.000

30.844.700 | 79,03

42.

Pengelolaan
Kerjasama
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan
pada
Kabupaten/Kota

52.221.000

51.055.300 |97,77

43.

Kerjasama
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan
Tingkat Provinsi

62.070.000

54.980.000 |88,58

44,

Pengelolaan
Jaringan Kerjasama
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan

152.720.400

106.521.400 |69,75

45.

Monitoring dan
Evaluasi Jaringan
Komunikasi Data

46.620.000

45.915.600 98,49

46.

Pemeliharaan dan
Pengembangan
Website Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan
Barat

32.000.000

32.000.000 | 100

47.

Pemantapan
Penerapan Kartu
Identitas Anak

24.600.900

24.600.900 | 100

48.

Monitoring dan
Evaluasi
Pendokumentasian
Akta Pencatatan
Sipil

41.858.112

30.434.361 | 72,71

49.

Penyusunan
Pengolahan Data
Sarana dan
Prasarana
Pencatatan Sipil

50.760.000

38.310.000 |75,47

50.

Pembinaan
Penyelengaraan
Pencatatan Sipil

58.419.000

57.842.650 [99,01
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51.

Monitoring dan
Evaluasi
Pencapaian Target
Cakupan
Kepemilikan Akta
Kelahiran Anak Usia
0-18 Tahun

46.245.000

38.884.600

84,08

52.

Pengelolaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Provinsi Kalimantan
Barat

42.000.000

41.750.000

99,40

53.

Rapat Kerja Bidang
Pencatatan Sipil se
Kalimantan Barat

105.459.800

94.963.300

90,05

54.

Sosialisasi
Percepatan
Perekaman Data
KTP-elektronik

123.586.700

116.386.700

94,17

55.

Pemantapan
Operasional Sarana
dan Prasarana
Perekaman dan
Pencetakan KTP-el
Kabupaten/Kota

37.607.100

32.233.300

85,71

56.

Rapat Koordinasi
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

32.800.000

28.258.000

86,15

57.

Pembangunan
Aplikasi Sistem
Informasi Monitoring
Pelayanan dan
Pelaporan
Administrasi
Kependudukan
(SIMPEL Adminduk)

158.494.000

151.236.400

95,42

58.

Peningkatan
Kapasitas
Infrastruktur
Pemanfaatan Data
Kependudukan

100.000.000

97.676.000

97,68
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59.

Penyusunan
Peraturan Gubernur
Tentang
Pemanfaatan Data
Kependudukan

34.737.000

33.527.000

96,52

60.

Sosialisasi
Penyelenggaraan
Pencatatan
Kelahiran secara
Online se Kalbar

69.740.000

52.432.100

75,18

61.

Rapat Koordinasi
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan se
Kalimantan Barat

31.284.000

27.284.000

87,21

62.

Pengelolaan
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan
Kabupaten/Kota

78.427.000

77.175.200

98,40

63.

Bimbingan Teknis
Penyusunan SOP
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kab/Kota se Kalbar

65.792.500

62.452.500

94,92

64.

Rapat Evaluasi
Penyerapan
Pelaksanaan
Anggaran DAK Non
Fisik Tahun 2018

124.400.000

116.546.400

93,69

65.

Koordinasi dan
Konsultasi
Penyelenggaraan
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan

231.935.300

201.331.300

86,80

66.

Bimbingan Teknis
Pencatatan Sipil
Kab/Kota

106.530.000

93.940.029

88,18

67.

Monitoring dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
Kab/Kota

45.135.000

39.047.500

86,51

68.

Monitoring dan
Evaluasi
Pengelolaan

43.169.000

30.635.600

70,97
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Informasi
Kependudukan
Kab/Kota

68.

Bimbingan Teknis
Penyusunan Profil
Perkembangan
Kependudukan

89.274.000

72.724.000 |81,46

69.

Bimbingan Teknis
Administrator
Database
Kependudukan
(ADB) Pemula

115.005.000

108.418.800 | 94,27

70.

Penyusunan Profil
Perkembangan
Kependudukan
Provinsi Kalimantan
Barat

112.810.000

88.144.600 | 78,14

71.

Sosialisasi
Kebijakan terkait
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
melalui Media
Cetak/Elektronik,
Brosur, Leaflet dan
Booklet

73.686.000

73.683.700 | 100

72.

Penyusunan Buku
Data Kependudukan
Persemester
Tingkat Provinsi

76.314.000

63.022.150 | 82,58

73.

Penatausahaan
Aset SIAK

20.779.000

20.679.000 | 99,52

74.

Bimbingan Teknis
Kerjasama
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan

79.660.000

64.247.200 | 80,65

75.

Monitoring dan
Evaluasi
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan

50.316.400

33.674.000 |66,92

76.

Pemanfaatan Data
Kependudukan
Tingkat Provinsi

57.220.000

55.820.300 |97,55

77.

Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan

85.303.000

53.583.600 |62,82
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Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Kab/Kota

78.

Bimbingan Teknis
Pendaftaran
Penduduk

78.227.600

71.539.600 |91,45

79.

Rapat Koordinasi
Dalam Rangka
Perekaman KTP-EL

92.752.500

84.749.200 |91,37

80.

Sosialisasi
Kebijakan Terkait
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan

84.835.200

81.776.000 |96,39

81.

Fasilitasi Distribusi
Blangko KTP-EL ke
Kab/Kota

85.760.000

79.974.280 93,25

82.

Rapat Koordinasi
Tingkat Kab/Kota
tentang Pencapaian
Target Nasional
Akta

Kelahiran

87.368.000

75.867.800 | 86,84

PROGRAM
KELUARGA
BERENCANA

165.212.000

150.481.050 91,08

83.

Sosialisasi Desain
Program
Pembangunan
Keluarga melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

44.157.000

37.307.000 84,49

84.

Pendataan
Pengendalian
Penduduk di
Kalimantan Barat

11.841.000

11.841.000 | 100

85.

Monitoring dan
Evaluasi Keluarga
Berencana,
Keluarga Sejahtera
dan

Pengendalian
Penduduk

24.369.000

19.488.050 (79,97
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86. | Rapat Koordinasi 42.098.000 39.698.000 |94,30

Urusan
Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana dan
Keluarga Sejahtera
se Kalimantan Barat

87. | Pertemuan 42.747.000 42.147.000 (98,60

Pemberdayaan
Peran Serta Ormas
dalam Pelayanan
dan Pembinaan

Kesertaan Ber-KB

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempati
Gedung Lama Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat 8 ruangan kerja yang
digunakan yaitu 1 ruangan kerja Kepala Dinas, 5 ruangan kerja
bidang dan seksi-seksi beserta staff, 1 ruangan Server, 1 ruangan
kerja Bendahara. Melihat kondisi dan luas ruangan yang
digunakan dibandingkan dengan jumlah PNS pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai belum memadai
karena hanya pada bidang sekretariat yang memiliki ruang
sekretaris terpisah dengan kepala sub bagian dan staff,
sedangkan bidang lain belum memiliki ruang Kepala Bidang
tersendiri.

Namun dilihat dari prasarana kantor yang tersedia dan
digunakan seperti meja kerja, kursi, lemari, dan perangkat
komputer, serta mesin pendingin ruangan (AC) dirasakan sudah
cukup untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan
pelaksanaan tugas dan aktifitas kerja sehari-hari.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung
kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 1.2
Kondisi Sarana dan Prasana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Jenis Barang Merk/ Model ‘éumlah
arang
1. | Meja Kerja Pejabat Es. Il | BJ Import 1 Buah
2. | Meja Resepsionis Meja Resepsionis 1 Set
3. | Meja Rapat Monaco 1 Buah
4. | Meja Biro 1 Biro/Brilian, 2 7 Buah
Biro/ Momaco, High
Point
5. | Kursi Rapat Fatoni, Phoenix 154 Buah
6. | Kursi Tamu Sofa Import 3-2-1, 2 Buah
Sofa Import 3-2-2
7. | Kursi Tangan Free 4 Buah
8. | Kursi Putar Atlantic 5 Buah
9. | Kursi Lipat Atlantic 20 Buah
10. | Lemari Kayu Lemari Kayu Biasa 3 Buah
11. | Lemari Besi/Metal Alba, Brother, 15 Buah
Brother Type B.
203, Brother Type
B. 104
12. | Filling Besi/Metal Alba, Delta, Brother 7 Buah
13. | Brankas Ichiban 2 Buah
14. | Lemari Kaca Lemari Dinding 3 Buah
15. | Lemari Makan - 1 Buah
16. | Papan Pengumuman - 1 Buah
17. | White Board Besar 1 Buah
Mesin Absensi Smart 2K Cardnetic, 3 Unit
18. Cardnetic, x800
Solution
19. | Alat Penghancur Kertas Kenko KS-731 CD, 2 Unit
Orgin Shred 5
20. | Laser Pionter Features (Pen 1 Buah
Laser)
21. | AC Unit Changhong 1 PK, 18 Buah
Changhong 2 PK
22. | AC Split Changhong 1 Buah
Standing AC
23. | Kipas Angin National, Regency 5 Unit
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No Jenis Barang Merk/ Model JBumIah
arang
24. | Televisi LCD-Sony 14 Inc, 9 Unit
Samsung 32 Inci,
Panasonic 40 Inci,
Sharp Aquos LED
TV 2 TC50AD1i
25. | Dispenser Uchida 1 Buah
26. | Gorden V Blend 28 Meter 1 Meter, 6 Set
27. | Closed Circuit Television | Close Circuit 5 Buah
+ Attachment Television HK
Vision
28. | Faximile Panasonic 1 Unit
29. | Pesawat Telepon Siemen, Panasonic 21 Buah
30. | Handy Talky (HT) Alinco DJC-CRX5 2 Unit
31. | Alat Tenis Meja Tenis Meja 2 Buah
32. | Microphone Mic Wireless 2 Unit
Soudbest K-2
33. | Sound System Bare Tone Prof 1 Unit
Audio
34. | Mesin Ketik Manual Olympia 18 Inc, 2 Buah
Portable (11-13) Olympia
35. | Mesin Ketik Manual Olympia 2 Unit
Standar (14-16)
36. | Mesin Ketik Listrik Royal 1 Buah
Portable
37. | P.C. Unit HP, Lenovo, Asus, 30 Unit
LG Processor Core
13, HP A1020-
R022L, E5475G i5-
7200U, All In One
Dell Inspiron 20
3000, PC Asus All
In One V222UAK-
WA541T Core 15-
4GB, Dell AIO-3277
38. | Uninterruptible Power S 650 N, APC, 40 Unit
Supply (UPS) Power Tee, Net,
ICA, Prolink, ICA
CP 1400, CN-650
39. | Mainframe Samsung, Intel, HP, 18 Unit
Dell, Lenovo,
Belden
40. | Mini Komputer PC Unit All In One 1 Unit
Inspiron 20 3000
41. | Internet LG 1 Buah
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No

Jenis Barang

Merk/ Model

Jumlah
Barang

42.

Laptop

Max Book Pro, Sony
Vaio, Acer, Asus,
Dell Inspirion G7,
Lenovo V330 INTEL

12 Unit

43.

Notebook/Netbook

Lenovo, Acer ES-
473 G + Windows
Original 8 Pro, Acer
Notebook Predator,
Acer Notebook
Predator NP 515-51
i7

7 Unit

44.

Card Reader

4 Unit

45.

Hard Disk

Auto 500GB,
Seageat, Samsung,
HDD Server HP 50

7 Buah

46.

Printer

HP, EPSON L300,
EPSON L210,
CANON, HP
LASERJET P1102,
CANON Pixma IP
2770, Laser Jet HP,
EPSON L565,
PIXMA 1X6770,
EPSON LQ 2190,
CANON MX497,
EPSON L565 All In
One, Epson Printer
Inkjet L565, DVD
room Eksternal-
Samsung, Canon iP
2770

47 Unit

47.

Server

IBM

1 Unit

48.

Router

Mikrotik Router
RB1100AHx 4 1U
RACKMOUNT

2 Unit

49.

Kelengkapan Jaringan

SERVER SIAK

1 Unit

50.

Camera+Attachment

CANON EOS 1300D

1 Unit

51.

Proyektor+Attachment

LCD Projector-Sony
VPL ex 120,
Proyektor LCD
Epson EB-X450

2 Unit

92.

Stationery Generating Set

SMART GEN
SM60SS3-CM

1 Unit
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No Jenis Barang Merk/ Model Jumiah
Barang
53. | Portable Water Pump Sanyo PH 130 B 1 Buah
54. | Station Wagon T. Kijang Innova , 1 Unit
Suzuki
55. | Sepeda Motor Yamaha 5 LM, 1 Unit
Jupiter MX

B. Permasalahan Utama

Berbagai kemajuan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil selama 1 tahun dan diperkirakan tahun

berikutnya akan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.

Namun berbagai permasalahan bidang kependudukan dan

pencatatan sipil masih tetap dihadapi oleh Kabupaten/ Kota antara

lain sebagai berikut:

1.

Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan Provinsi

Kalimantan Barat karena belum tertibnya penyelenggaraan

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan

informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota,
diantaranya :

1) pelaksanaan input data/proses konversi data kedalam Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terutama data
pencatatan sipil belum maksimal serta penyampaian dan
pengelolaan laporan dari Kabupaten/Kota yang masih
mengalami kekeliruan dan keterlambatan

2) belum dikonversikannya sejumlah akta pencatatan sipil ke
dalam aplikasi SIAK,

3) tidak optimalnya pendataan peristiwa kependudukan dan
peristwa penting lainnya di suatu wilayah karena
keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Dukcapil
Kabupaten/Kota,

4) masih belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait
untuk permasalahan status kewarganegaraan dan pindah-

datang penduduk antar negara.
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Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan belum
akuratnya data riil yang menunjukkan tingkat capaian/cakupan
perekaman dan kepemilikan dokumen kependudukan, serta
gambaran profil kependudukan di Kalimantan Barat.

Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan
bidang administrasi kependudukan. Perubahan dan penetapan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang
penyelenggaraan administrasi kependudukan diantaranya
menyebabkan perubahan mendasar pada sistem dan prosedur
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini
menjadi persoalan yang harus ditangani oleh Dinas Dukcapil
Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan penyelenggaraan
administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota dapat
berjalan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
Belum optimalnya pengelolaan informasi  administrasi
kependudukan karena terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
Aparatur, sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk
mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang
administrasi  kependudukan. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih
menempati gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas
Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan kondisi dan
kapasitas gedung yang belum mampu menunjang pelaksanaan
tugas. Belum tersedia ruang aula, ruang rapat, ruang server dan
warehouse. Kedepannya diperlukan ruang khusus yang akan
difungsikan sebagai data cenfer untuk pengelolaan sistem
informasi administrasi kependudukan. Selain itu, masih terdapat
selisih yang cukup besar antara (Data Konsolidasi Bersih)
penduduk Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Ditjen
Dukcapil Kemendagri dengan data pelayanan kependudukan
Kabupaten/Kota, diantaranya disebabkan oleh  masih

dimasukkannya data ganda, data anomali dan data penduduk
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dengan flag status diatas O (penduduk sudah pindah, meninggal
atau penduduk tidak aktif) kedalam database kependudukan.

Program dan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena

1) belum didukung dengan SDM Aparatur, infrastruktur sarana
dan prasarana serta pembiayaan yang memadai,

2) terbatasnya pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan
dalam melakukan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan,

3) masih rendahnya pemahaman OPD akan pentingnya
kerjasama dalam pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan dan masih minimnya OPD yang melakukan
kerjasama.

Tidak memadainya pelaksanaan tupoksi keluarga berencana,

keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk pada Dinas

Dukcapil Provinsi Kalbar. Penambahan fungsi keluarga

berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk

dalam sub bidang pada Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar
menyebabkan terbatasnya fungsi tersebut untuk dilaksanakan
secara optimal karena terbatasnya SDM Aparatur yang menjadi
pelaksana teknis yang secara struktural berada dibawah Seksi

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan KB, serta

terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk

melaksanakan fungsi dimaksud. Hal ini karena secara umum
nomenklatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, sehingga seluruh sumber
daya yang dimiliki organisasi difungsikan untuk mencapai tujuan

penyelenggaraan administrasi kependudukan.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1.

Visi
Visi pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025
adalah :

“Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”
Berlandaskan semangat  visi dimaksud serta dengan
mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang tertuang dalam
RPJPD 2005-2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini,
dirumuskan Visi Pembangunan Daerah tahun 2019-2023, yaitu :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan
Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”
Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Visi tersebut mengandung
pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang akan datang
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan
fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka
keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan
(pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan
kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan
pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan
produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk
menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air
bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu,
juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan publik
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2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tahun 2018-2023,

maka Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.

Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu
mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi
listik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau,
membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas
pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong
peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu
peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan
prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas
aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan,
partisipatif,  responsif, efisien dan akuntabel dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal
dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika
perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang
kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan
diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur
Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas
Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan
Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi
pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah
bagian selatan Kalimantan Barat.

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan
inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan
memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses
pendidikan untuk membentuk manusia yang bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
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4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi
angka kemiskinan dan  pengangguran, mempertegas
keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan
wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi
dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat
proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor
pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan
sektor industri pengolahan.

5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan
kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis,
agama dan wilayah.

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu
dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan
dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui
pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman,
sosial-ekonomi dan daerah konservasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah 2019-2023

dimaksud, terutama untuk misi yang terkait langsung dengan

penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu misi nomor 2

(dua) yang berbunyi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan

berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance”, maka

upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan
program dan kegiatan prioritas tidak dapat terlepas dari kewenangan

Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun

2013, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi

kependudukan;
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4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari
data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan
oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri; dan

5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi
kependudukan.

Untuk penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, maka misi yang terkait langsung

dengan program tersebut adalah misi nomor 3 (tiga), vyaitu

”Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan

inovatif”.

Telaahan terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dilakukan berdasarkan identifikasi

terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi

Pemerintah  Provinsi, yang diakumulasi dari faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelaksanaan tupoksi yang menjadi

kewenangan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat. Bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil terkategori dalam penyelenggaraan urusan

pembangunan bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, yaitu

komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
mewujudkan Tertib Pendaftaran Penduduk, Tertib Pencatatan Sipil,

Tertib Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta

Tertib Pendayagunaan Data dan Dokumen Kependudukan.

Sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana merupakan urusan pembangunan bidang Sosial dan

Budaya, vyaitu komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk mewujudkan terkendalinya laju Pertumbuhan

Penduduk melalui implementasi kebijakan dan peran serta OPD,

ormas, mitra kerja dan swasta dibidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana.
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3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tujuan adalah
sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah
kewenangan pemerintah provinsi pada urusan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, dilekatkan pada misi Gubernur
nomor 2 (dua), yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan
berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance”,
sedangkan untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana berada pada misi 3 (tiga) yang berbunyi “Mewujudkan
masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif”.
Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
disusun dalam kerangka pencapaian misi 2 dan 3 tersebut melalui
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, serta fasilitasi terhadap
kewenangan pemerintah provinsi dibidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana. Rincian terhadap tujuan dan sasaran
jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
2018-2023 disampaikan dalam tabel berikut ini.
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2018-2023

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan/
Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran
pada Tahun ke- (%)

2019

2020

2021

2022

2023

Meningkatkan
penataan
administrasi
kependudukan
di Kalimantan
Barat

Meningkatnya
administrasi
kependudukan
dan pencatatan
sipil di
Kalimantan
Barat

Persentase
kepemilikan
KTP-el

84

100

100

100

100

Persentase
kepemilikan KIA

18

50

60

75

80

Persentase
kepemilikan Akta
Kelahiran Usia 0O-
18 Tahun

85,62

89,21

92,81

96,4

100

Persentase
kepemilikan akta
perkawinan,
perceraian dan
kematian

25

30

35

40

45

Persentase
kepemilikan akta
pengakuan dan
pengesahan
anak

15

20

25

30

35

Persentase
capaian data
kependudukan
yang akurat dan
valid

83

90

100

100

100

Persentase
kerjasama
pemanfaatan
data dan
dokumen
kependudukan
Provinsi dan
Kab/Kota
Kalimantan Barat

30

50

70

85

95
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Indikator Tujuan/ Target Kinerja Tujuan/Sasaran
No Tujuan Sasaran Sasaran pada Tahun ke- (%)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2. | Meningkatkan | Terkendalinya | Persentase 15 30 |41,67 |46,67 | 53,33
fasilitasi pertumbuhan fasilitasi
program penduduk penyelenggaraan
Keluarga program
Berencana, Keluarga
Keluarga Berencana,
Sejahtera dan Keluarga
Pengendalian Sejahtera dan
Penduduk Pengendalian
Penduduk

Sesuai dengan misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance, tujuan jangka
menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat adalah Meningkatkan penataan administrasi
kependudukan di Kalimantan Barat dengan sasaran Meningkatnya
penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat. Melalui
tujuan dan sasaran dimaksud, diharapkan penataan administrasi
kependudukan di Kalimantan Barat dapat meningkat, yang
peningkatannya dapat diukur melalui : 1) Persentase kepemilikan
KTP-el dengan target kinerja di tahun kelima Renstra sebesar 100%,
2) Persentase kepemilikan KIA dengan target kinerja 80%, 3)
Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dengan
target kinerja 100%, 4) Persentase kepemilikan akta perkawinan,
perceraian dan kematian dengan target kinerja 45%, 5) Persentase
kepemilikan akta pengakuan dan pengesahan anak dengan target
kinerja 35%, 6) Persentase capaian data kependudukan yang akurat
dan valid dengan target kinerja 100%, dan 7) Persentase kerjasama
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Provinsi dan
Kab/Kota Kalimantan Barat dengan target kinerja 95%.

Sejalan dengan misi Gubernur nomor 3, vyaitu mewujudkan
masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, maka tujuan
kedua dari tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah
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Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga
Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, dengan Sasaran
Terkendalinya pertumbuhan penduduk. Indikator dari pencapaian
tujuan tersebut adalah Persentase fasilitasi penyelenggaraan
program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian

Penduduk, dengan target kinerja di tahun ke-5 sebesar 53,33%,

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan

serangkaian program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran-

sasaran pada periode tahun 2019. Adapun sasaran dan indikator

sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019

ada

lah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU),
dan Target Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

(1) (2 (3) (4)

1. | Meningkatnya Persentase kepemilikan KTP-el 84%
administrasi Persentase kepemilikan KIA 18%

kependudukalm.da.n Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 85,62%
pencatatan sipil di Usia 0-18 Tahun
Kalimantan Barat

Persentase kepemilikan Akta 25%
Perkawinan, Perceraian dan Kematian
Persentase kepemilikan Akta 15%
Pengakuan dan Pengesahan Anak

Persentase capaian data 83%
kependudukan yang akurat dan valid

Persentase kerjasama pemanfaatan 30%

data dan dokumen kependudukan
Provinsi Kalimantan Barat
Persentase kerjasama pemanfaatan 30%
data dan dokumen kependudukan
Provinsi Kalimantan Barat

Terkendalinya Persentase fasilitasi penyelenggaraan 15%
pertumbuhan penduduk | program Keluarga Berencana, Keluarga
Sejahtera dan Pengendalian Penduduk

BAB I 57



Laporan Kinerja (LX)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2019
Program Anggaran Keterangan
1. Program Penataan Administrasi Rp. 1.384.144.700,- APBD (DAU)
Kependudukan
Rp. 1.679.957.912,- APBD (DAK Non
Fisik)
2. Program Fasilitasi Pembinaan Rp. 165.212.000,- APBD (DAU)

Keluarga Berencana, Keluarga
Sejahtera dan Pengendalian
Penduduk
TOTAL Rp. 3.229.314.612,-
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2019 ini pada hakikatnya merupakan
pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil atas tugas dimaksud yang diimplementasikan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi
dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2023 dan RPJMD
Provinsi Kalbar Tahun 2019-2023.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2019-
2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 yang telah di breakdown
ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini pada
hakikatnya merupakan dokumen yang berisi tentang kegiatan yang
harus dilaksanakan dalam satu tahun beserta perincian
penganggarannya dengan memperhatikan sasaran strategis yang telah
ditetapkan. DPA dan perubahannya kemudian dijabarkan lebih lanjut
dalam kegiatan yang disertai dengan target-target yang harus dicapai

untuk masing-masing kegiatan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang
ingin dicapai untuk pencapaian misi dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Pada tahun 2019, pencapaian sasaran strategis dan
misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui 89
(delapan puluh sembilan) kegiatan yang termasuk di dalam APBD

Murni.
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Adapun pencapaian sasaran Renstra pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil tahun 2019, diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran 1 “Meningkatnya administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”:

Capaian sasaran ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase kepemilikan KTP-el

Persentase kepemilikan KIA

2
3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
4

Persentase kepemilikan

Kematian

Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Akta

Perkawinan,

Perceraian

Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid

Persentase

kerjasama

pemanfaatan

kependudukan Provinsi Kalimantan Barat
1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2019

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja

data

dan

dan

dokumen

tahun 2019, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Nilai
Capaian
(%)

(1)

()

()

(4)

()

(6)

1.

Meningkatnya
administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil di
Kalimantan Barat

Persentase
kepemilikan KTP-el

84%

89,59%

106,65

Persentase
kepemilikan KIA

18%

12,72%

70,31

Persentase
kepemilikan Akta
Kelahiran Usia 0-18
Tahun

85,62%

84,35%

98,52

Persentase
kepemilikan Akta
Perkawinan,
Perceraian dan
Kematian

25%

38,1%

152,4

Persentase
kepemilikan Akta
Pengakuan dan
Pengesahan Anak

15%

15%

100
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No.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Nilai
Capaian

(%)

(1)

(2) () (4) ()

(6)

Persentase capaian 83%
data kependudukan
yang akurat dan

valid

90,11%

108,57

Persentase 30%
kerjasama
pemanfaatan data
dan dokumen
kependudukan
Provinsi Kalimantan

Barat

23,27%

77,57

Nilai Capaian Kinerja Sasaran

102

Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Sangat Berhasil

Pen
dan

capaian sasaran “Meningkatnya administrasi kependudukan
pencatatan sipil di Kalimantan Barat” dengan indikator

kinerja “Persentase kepemilikan KTP-el” :

1.

Terlaksananya Pemantapan Pendokumentasian Administrasi

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas

kepada 5 Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan vyaitu
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang,
Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang sehingga
terwujud tertib administrasi penyelenggaran pendaftaran
penduduk dan terangkum dalam Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Pemantapan Pendokumentasian Administrasi
Penduduk 14
tertib  administrasi

penyelenggaran pendaftaran penduduk dan terangkum dalam

Penyelenggaraan  Pendaftaran kepada

Kabupaten/Kota sehingga terwujud
Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP-
elektronik sehingga menambah pemahaman penduduk akan
pentingnya percepatan perekaman KTP-el dalam waktu 1 tahun
dan terangkum dalam Laporan Kegiatan.

Sarana dan

Terselenggaranya Pemantapan Operasional

Prasarana Perekaman dan Pencetakan KTP-el kepada 14

BAB 11

61




Laporan Kinerja (LK)
Dinas KependuduRan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

Kabupaten/Kota dalam waktu 1 tahun dan terangkum dalam
Laporan Kegiatan.

5. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk
kepada Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14
Kabupaten/Kota dan meningkatnya pemahaman tentang tata
cara pendaftaran penduduk.

6. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman
KTP-el sehingga terwujud implementasi kebijakan perekaman
KTP-el di Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
dalam rangka tertib administrasi perekaman KTP-el.

7. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota dan
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan pelayanan
administrasi kependudukan dalam kurun waktu 1 tahun.

8. Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Distribusi Blangko KTP-el ke
Kabupaten/Kota sehingga Blanko KTP-el tersedia di 12
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1
tahun.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat” dengan indikator

kinerja “Persentase kepemilikan KIA” :

1. Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Penerapan Kartu
Identitas Anak di 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat
yaitu Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak dan Kabupaten
Bengkayang sehingga terwujud peningkatan kualitas pelayanan
pendaftaran penduduk melalui perekaman Kartu Identitas Anak

dan terangkum dalam Laporan Kegiatan.
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Pencapaian sasaran “Meningkatnya administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat” dengan indikator

kinerja 1) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18

Tahun 2) Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian

dan Kematian dan 3) Persentase kepemilikan Akta Pengakuan

dan Pengesahan Anak:

1.

Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana
Bidang Pencatatan Sipil kepada 14 Kabupaten/Kota dan
terangkum di dalam Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Pengolahan Data
Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil sehingga tersedia
data sarana dan prasarana bidang pencatatan sipil 14
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan terangkum ke
dalam 1 Dokumen Laporan.

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
sehingga tersedia data hasil pembinaan penyelenggaraan
pencatatan sipil di 14 Kabupaten/Kota dan terangkum ke dalam
1 Laporan Kegiatan.

Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun
kepada 14 Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pencapaian
target cakupan kepemilikan akta kelahiran dan terangkum di
dalam 1 Dokumen Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se
Kalimantan Barat untuk menyelesaikan permasalahan
pencatatan sipil di Kalimantan Barat dan terangkum di dalam
1 Dokumen Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan
Kelahiran secara Online se Kalbar sehingga terwujud
pemahaman teknis pencatatan kelahiran secara online kepada
aparatur penyelenggara pencatatan sipil 14 Kabupaten/Kota.
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil kepada
aparatur 14 Kabupaten/Kota sehingga terwujud pemahaman
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dalam penyelenggaraan pencatatan dan terangkum ke dalam 1
Laporan Kegiatan.

Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil kepada 14 Kabupaten/Kota dan terangkum di
dalam 1 Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota
Tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran antara
usia 0-18 tahun yang dihadiri oleh aparat Dinas Kepandudukan
dan Pencatatan Sipil 14 Kabupaten/Kota dan terwujudnya
sinkronisasi dalam pencapaian target nasional sebesar 85%
akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten/Kota

se Kalimantan Barat.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat” dengan indikator

kinerja “Persentase capaian data kependudukan yang akurat

dan valid” :

1.

Meningkatnya validitas data kependudukan melalui kegiatan
pemantapan pengelolaan dan penyajian data kependudukan
yang terangkum ke dalam 1 Dokumen Laporan Kegiatan.
Meningkatnya sistem dan pemahaman pengelolaan SIAK
melalui kegiatan Pemantapan Penerapan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) dan terangkum ke dalam
1 Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK
yang dihadiri oleh Pengelola Database SIAK 14
Kabupaten/Kota sebanyak 30 Orang dan peningkatan
kemampuan teknis pengelola database SIAK yang terangkum
dalam Laporan Kegiatan.

Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi
Data kepada 14 Kabupaten/Kota sehingga teridentifikasi
jaringan komunikasi data untuk mendukung pelayanan kepada

masyarakat lancar dan terangkum di dalam Laporan Kegiatan.
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10.

Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terwujudnya
kelancaran informasi data kependudukan dan terangkum
di dalam 1 Laporan Kegiatan.

Terpeliharanya Sarana Prasarana SIAK Provinsi Kalimantan
Barat dalam 1 tahun melalui kegiatan Pengelolaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIAK dan terangkum
dalam 1 Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelola Informasi
Administrasi Kependudukan yang dihadiri oleh Aparatur
Penyelenggara Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan 14 Kabupaten/Kota sebanyak 70 Orang dan
tersedianya rumusan hasil tentang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan terangkum di dalam 1 Laporan
Kegiatan.

Terlaksananya Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi
Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi
Kependudukan (SIMPEL Adminduk) sehingga terwujud data
pelayanan pelaporan yang akurat yang dapat digunakan
sebagai bahan kebijakan dalam waktu 1 tahun.

Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota dalam
rangka meningkatkan  kualitas pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se Kalimantan
Barat dan terangkum di dalam 1 Laporan Kegiatan.
Terlaksananya  Bimbingan  Teknis  Penyusunan  Profil
Perkembangan Kependudukan yang dihadiri oleh
Aparatur Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan
14 Kabupaten/Kota sebanyak 28 Orang sehingga
meningkatkan kemampuan dalam menyusun profil
perkembangan kependudukan dan terangkum di dalam

1 Laporan Kegiatan.
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11.

12.

13.

14.

15.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrator Database
Kependudukan (ADB) Pemula yang dihadiri  oleh
Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14
Kabupaten/Kota yang dipersiapkan untuk menjadi ADB pemula
sebanyak 28 Orang sehingga tersedia sumber daya aparatur
pengelola database kependudukan pada 14 Kabupaten/Kota
dan terangkum di dalam 1 Laporan Kegiatan.

Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan
Provinsi Kalimantan Barat untuk 14 Kabupaten/Kota.
Terpublikasinya kebijakan dan informasi bidang kependudukan
dan pencatatan sipil melalui Iklan Layanan Masyarakat, Brosur,
Leaflet, dan Booklet.

Tersedianya Buku Data Kependudukan Tingkat Provinsi per
semester || Tahun 2018 dan Semester | Tahun 2019 yang
dicetak 2 kali dari 2 kali kegiatan pencetakan.

Tersedianya data seluruh asset SIAK di Provinsi Kalimantan

Barat dan terangkum di dalam 1 Laporan Kegiatan.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat” dengan indikator

kinerja “Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan Provinsi Kalimantan Barat” :

1.

Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota
yang terangkum dalam Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota yang
terangkum dalam 1 dokumen kerjasama.

Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan
Data Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota dalam waktu 1
tahun dan terangkum dalam 1 Laporan Kegiatan.
Terlaksananya Pengelolaan Pemanfaatan Data Dan Dokumen
Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota dan terangkum

dalam Laporan Kegiatan.
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16.

17.

18.

Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Pemanfaatan Data
Kependudukan 14 Kabupaten/Kota dan terangkum di dalam
1 Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang
Pemanfaatan Data Kependudukan sehingga meningkatkan
pemahaman tentang pemanfaatan data kependudukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang terangkum di dalam
1 Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan
Barat yang tersusun ke dalam 1 Dokumen Rumusan Hasil
Rapat Koordinasi.

Terlaksananya Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota dan terangkum di
dalam 1 Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan yang dihadiri oleh
Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14
Kabupaten/Kota sebanyak 65 Orang dan terangkum di dalam
1 Laporan Kegiatan.

Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota dan
terangkum di dalam Laporan Kegiatan.

Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat
Provinsi dan terangkum di dalam Laporan Kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Didalam upaya pencapaian sasaran ini, seluruh bidang Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar telah
melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar
secara optimal. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang ada
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Kalbar juga dipandang telah cukup efisien, dan disesuaikan
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dengan volume beban kerja yang harus diselesaikan agar

memperolenh hasil yang optimal, sesuai dengan yang

diharapkan.

b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasikan sasaran ini, pada tahun

anggaran 2019 telah ditetapkan untuk melaksanakan

Program Penataan Administrasi Kependudukan. Didalam

program ini termuat 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang

ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan

tersebut akan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran

Terwujudnya pengembangan kebijakan dan peningkatan

fasilitasi pelaksanaan tugas pelayanan prima bagi

petugas pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan

Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yaitu antara lain :

1. Kegiatan Pemantapan Pendokumentasian Administrasi
Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.

2. Kegiatan Pemantapan Pendokumentasian Administrasi
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

3. Kegiatan Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP-
elektronik.

4. Kegiatan Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana
Perekaman dan Pencetakan KTP-el.
Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk.
Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman
KTP-el.

7. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

8. Kegiatan Fasilitasi Distribusi Blangko KTP-el ke
Kabupaten/Kota.

9. Kegiatan Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana
Bidang Pencatatan Sipil.

Kegiatan Penyusunan Pengolahan Data Sarana dan
Prasarana Pencatatan Sipil.

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18
Tahun.

Kegiatan Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se
Kalimantan Barat.

Kegiatan  Sosialisasi  Penyelenggaraan  Pencatatan
Kelahiran secara Online se Kalbar.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota
Tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran antara
usia 0-18 tahun.

Kegiatan Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data
Kependudukan.

Kegiatan Pemantapan Penerapan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi
Data.

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana SIAK.

Kegiatan Rapat Koordinasi  Pengelola Informasi

Administrasi Kependudukan.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Kegiatan Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi
Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi
Kependudukan (SIMPEL Adminduk).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil
Perkembangan Kependudukan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Administrator Database
Kependudukan (ADB) Pemula.

Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan melalui Media
Cetak/Elektronik, Brosur, Leaflet dan Booklet.

Kegiatan Penyusunan Buku Data Kependudukan
Persemester Tingkat Provinsi.

Kegiatan Penatausahaan Aset SIAK.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan.

Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan.

Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Data Dan Dokumen
Kependudukan.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Pemanfaatan
Data Kependudukan.

Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang
Pemanfaatan Data Kependudukan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat.

Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan.
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42. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan.

43. Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat
Provinsi.

2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
(TAHUN 2018 DAN 2017)
Pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan sasaran strategis
dan indikator kinerja sehingga tidak dapat membandingkan
dengan tahun sebelumnya.

3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
Sebagaimana termuat didalam dokumen Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar Tahun 2019-
2023 merupakan awal tahun periode Renstra sehingga
perencanaan yang ditetapkan mengalami perubahan sasaran dan
indikator-indikator kinerja yang baru.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan
target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel

berikut ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019
dengan Target Jangka Menengah

Target Realisasi
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jangka eaisasi
2019
Menengah
1. | Meningkatnya Persentase 100% 89,59%
administrasi kepemilikan KTP-el
kependudukan dan Persentase 85% 12,72%
pencatatan sipil di kepemilikan KIA
Kalimantan Barat Persentase 100% 84,35%
kepemilikan Akta
Kelahiran Usia 0-18
Tahun
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Target Realisasi
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jangka eaisasi
2019
Menengah
Persentase 50% 38,1%
kepemilikan Akta
Perkawinan,
Perceraian dan
Kematian
Persentase 40% 15%

kepemilikan Akta
Pengakuan dan
Pengesahan Anak

Persentase capaian 100% 90,11%
data kependudukan
yang akurat dan valid

Persentase 100% 23,27%
kerjasama
pemanfaatan data
dan dokumen
kependudukan
Provinsi Kalimantan

Barat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja
untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal
pengukuran pencapaian sasaran ini mendapat predikat sangat

berhasil.

4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa

pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”
adalah sangat berhasil. Namun didalam upaya pencapaiannya,
masih terdapat kendala yaitu :

1. Masih  kurangnya kesadaran Penduduk dalam hal
pindah/berdomisili di daerah karena masih ada penduduk yang
belum mengurus Surat Keterangan Pindah (SKP) di daerah
asal sehingga pengurusan di tempat yang baru menjadi

terhambat.
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Ketidaksesuaian permohonan tambahan fisik Blanko KTP-
elektronik yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Blanko yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Laporan Reguler Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Kependudukan belum maksimal dilaporkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Target perekaman KTP-elektronik belum terealisasi maksimal
karena kerusakan ringan pada peralatan KTP-elektronik yang
ada dan masih kurangnya tenaga PNS sebagai petugas
pelayanan dan penerbitan  KTP-elektronik di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Masih rendahnya kesadaran penduduk untuk melaporkan
peristiwva kependudukan dan peristiwa penting kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Penerbitan NIK baru untuk WNI yang telah lama berdomisili di
luar wilayah NKRI tetapi datanya tidak ditemukan dalam
database SIAK.

Belum diterapkannya aplikasi SIMKAH yang terkoneksi dengan
SIAK sehingga minimnya data perkawinan dan perceraian
penduduk yang beragama Islam.

Amanat Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran belum
berjalan sebagaimana yang diharapkan karena pelaksanaan
kebijakan pemerintah tentang pencatatan kelahiran secara
online belum diterapkan oleh beberapa Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.

Program jemput bola ke daerah-daerah yang sulit dijangkau
pelayanan khusunya pelayanan pencatatan kelahiran belum
sepenuhnya mengacu pada data by name by adress yang
dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri sehingga

pelayanan dinilai kurang efektif. Dampak lain adalah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pencapaian target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran
menjadi kurang maksimal.

Luasnya wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau
pelayanan, SDM yang kurang, kesadaran masyarakat yang
masih rendah, keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana
prasarana, berpengaruh terhadap target/kinerja menjadi tidak
maksimal. Hal tersebut dialami hampir di sebagian besar
Instansi Pelaksana di Provinsi Kalimantan Barat.

Keterbasatan Sumber Daya Aparatur Pelaksana pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang
menangani pencatatan kelahiran anak usia 0-18 tahun
sangat minim, dan juga masih tergantung pada Petugas ADB
yang ada dimasing-masing Dinas Dukcapil.

Sarana dan Prasarana penunjang operasional pada
peningkatan progress akta kelahiran yang ada di
Kabupaten/Kota belum memadai sehingga untuk
melaksanakan dan mencapai target belum maksimal didapat.
Tidak tersedianya dana yang bersumber dari APBD sehingga
Kabupaten/Kota sangat tergantung dengan dana APBN yang
terbatas, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak
menghasilkan output yang maksimal dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan.

Inovasi untuk memberikan pelayanan administrasi
kependudukan dengan cara-cara digital masih belum
sepenuhnya didukung oleh dukungan perangkat IT yang
memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota. Kondisi jaringan komunikasi data dan
perangkat SIAK/KTP-el di Kabupaten/Kota sudah banyak yang
mengalami kerusakan, sementara anggaran sangat terbatas
baik untuk pemeliharaan maupun pengadaan perangkat baru.
Terbatasnya sumber daya aparatur pengelola SIAK serta
sulitnya melakukan regenerasi untuk melaksanakan tugas

administrator database. Dua tahun sejak terbitnya Peraturan
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16.

17.

18.

19.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Operator SIAK dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 35 Tahun 2019
tentang Jabatan  Fungsional = Administrator = Database
Kependudukan, pemenuhan persyaratan jabatan ADB dan
operator SIAK sesuai Permenpan tersebut masih sulit dilakukan
karena terbatasnya jumlah PNS di daerah.

Dalam proses uji coba aplikasi dan evaluasi tampilan data
pelayanan harian administrasi kependudukan pada aplikasi
SIMPEL Adminduk dengan data manual yang diolah
kabupaten/kota masih terdapat perbedaan tampilan data
khususnya untuk data Print Ready Record dan data perekaman
KTP-el.

Pada awal melakukan setting dan konfigurasi jaringan sempat
mengalami kendala dikarenakan topologi jaringan tiap
kabupaten/kota yang berbeda sehingga terjadi konflik IP pada
router yang akan dikoneksikan, namun dengan modifikasi dan
mempelajari topologi jaringan kabupaten/kota kendala tersebut
dapat diatasi, dan semua server SIAK dan AFIS
Kabupaten/Kota dapat terkoneksi ke Provinsi.

Aplikasi SIMPEL adminduk akan terus disempurnakan dan
dikembangkan dengan mengembangkan berbagai fitur fitur
yang direncanakan akan dikembangkan pada tahun 2020 dan
akan terus dievaluasi sesuai kebutuhan yang berkembang.
Sarana Prasarana SIAK yang diberikan pusat kepada daerah
tahun 2007 — 2009 sebagian besar sudah dalam kondisi rusak,
perangkat banyak yang hilang (tidak ditemukan) karena adanya
perpindahan kantor serta terjadinya pergantian staf/pejabat
pengelola/pengguna barang di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
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20.

21.

22.

23.

24.

Sebagian besar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota kesulitan
untuk mendata perangkat Perangkat KTP-el yang diserahkan
pusat ke kecamatan pada tahun 2011/2012 tersebut
dikarenakan pusat menyerahkan perangkat tersebut langsung
ke kecamatan melalui ekspedisi.

Adanya perbedaan antara data yang ada di DKB dari
Direktorat  Jenderal @ Kependudukan Pencatatan  Sipil
Kemendagri dengan data yang terdapat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota,
dikarenakan data DKB merupakan data yang telah dibersihkan
olen Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
diterbitkan setahun 2 (dua) kali sedangkan data yang terdapat
di kabupaten/kota merupakan data pelayanan langsung ke
masyarakat yang sifatnya dinamis karena bisa berubah setiap
saat/hari.

Upaya untuk memverifikasi data ganda, anomali dan data non
aktif masih sulit dilaksanakan antara lain dikarenakan
kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan
perubahan data mereka ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota
setempat, baik karena pindah atau datang, status perkawinan,
status pendidikan dan lain sebagainya, sedangkan kalau harus
memverifikasi langsung ke masyarakat akan memerlukan biaya
yang besar karena jarak antara ibukota kabupaten dengan
kecamatan-kecamatan atau desa- desa banyak yang jauh dan
sulitnya transportasi dan biaya untuk hal tersebut tidak ada
dianggarkan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya
tenaga IT dan Anggaran yang belum memadai.

Banyaknya ketentuan dan peraturan Perundang-undangan
dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga adanya
peraturan-peraturan yang baru yang membutuhkan penyebaran
dan sosialisasi kepada masyarakat luas , sementara biaya yang

tersedia sangat terbatas.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Masih banyaknya penduduk yang tinggal ditempat yang sulit
terjangkau, karena kondisi alam dan sarana transportasi masih
belum lancar, sehingga pesan-pesan pembangunan bidang
kependudukan masih sulit diterima masyarakat.

Masih terbatasnya sumber daya dan pengetahuan aparatur
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil
Kabupaten/Kota yang menangani kerjasama pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan;

Rendahnya pemahaman OPD/lembaga pengguna pentingnya
kerjasama dalam pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan.

Belum tersambungnya jaringan komunikasi data warehouse
terpusat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri (Pusat) dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Belum semuanya OPD yang sudah melakukan kerjasama
memiliki jaringan komunikasi data yang tersambung pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
Terbatasnya pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan
dalam melakukan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan.

Belum ditetapkannya mekanisme akses data DWH terpusat
pada penyelenggara provinsi oleh Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri.

Adanya perubahan kebijakan pada system pelaksanaan
pelayanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga
pengguna ke system data warehouse (DWH) terpusat
menyebabkan kabupaten/kota sulit melakukan Pengelolaan
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota.

BAB 11

77



Laporan Kinerja (LK)
Dinas KependuduRan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

33. Kurangnya dukungan dari OPD yang menangani komunikasi

dan informasi di kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan
jarkomdat menyebabkan jarkomdat berbasis VPN-IP belum
dapat disediakan oleh Disdukcapil kabupaten/kota yang minim

anggaran setiap tahunnya.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam

pencapaian sasaran ini adalah :

1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
sering mensosialisasikan kepada penduduk dihimbau bahwa
dalam kepengurusan pindah datang saat ini tidak terlalu rumit
dimana sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri
Nomor 471.11/18749/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2018 hal
Pindah datang penduduk dimana kepengurusan kepindahan
cukup datang ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
daerah asal sesuai alamat KTP-el atau Kartu Keluarga (KK)
dengan membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK).

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
merupakan tindak lanjut untuk menginformasikan ke jajaran
Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai
instruksi Kementerian Dalam Negeri dalam suratnya nomor :
471/5319/SJ tanggal 15 juni 2019 Hal. Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Administrasi Kependudukan dimana dalam memangkas
prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen administrasi
kependudukan dengan berbasis costumer base agar pemohon
dokumen kependudukan berbahagia sehingga pengurusan
dokumen kependudukan yang memerlukan pengantar RT/RW,
Desa, Kelurahan hanya dalam pelayanan pencatatan biodata
penduduk  saja, sedangkan pelayanan administrasi
kependudukan lainnya tidak lagi diperlukan pengantar RT/RW,
Desa, Kelurahan seperti dalam pengurusan Pindah Datang
Penduduk.
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Pemerintah Pusat harus memberikan jaminan untuk memenuhi
permohonan tambahan fisik Blanko KTP-elektronik Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan
pendistribusian di koordinir oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi harus memberikan ketegasan terkait waktu
penyampaian Laporan Reguler Kemajuan Pelaksanaan
Pelayanan  Administrasi Kependudukan yang meliputi
Perekaman KTP-el, Pencetakan KTP-el, Rekapitulasi
Perekaman dan Pencetakan KTP-el kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dalam rangka memenuhi target perekaman secara maksimal,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
melakukan perekaman jemput bola (pelayaan keliling) ke
kecamatan dan Desa dan pelaksanaan perekaman pada hari
libur dan Perangkat KTP-elektronik yang mengalami kerusakan
ringan segera diperbaiki atau diservis oleh Administrator
Database yang ada maupun tenaga teknis diluar dinas melalui
dana APBD untuk memenuhi target perekaman KTP-
elektronik secara maksimal.

Pengusulan penambahan tenaga PNS dari instansi lain dan
tidak memutasikan PNS yang ada, meningkatkan dana APBD
untuk membayar tenaga honorer, serta mengusulkan tenaga
honorer menjadi PNS kepada Bupati/Walikota.

Memberikan informasi komprehensif terkait kepemilikan
dokumen kepada masyarakat berkenaan dengan perubahan
perubahan data yang terjadi seperti perubahan alamat
untuk itu diperlukan pemahaman bagi Aparatur
Penyelenggara Pendaftaran Penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
dan WNI yang telah lama berdomisili di luar wilayah NKRI yang
datanya tidak ditemukan dalam database SIAK sebaiknya
melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menerbitkan

BAB 11

79



Laporan Kinerja (LK)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

10.

11.

12.

biodata baru dengan mengisi Formulir F1.01 dengan
melampirkan surat pernyataan belum pernah terdaftar sebagai
penduduk WNI dan Surat Keterangan Domisili dari
Desa/Kelurahan.

Melakukan sosialisasi yang intens dan menerapkan kewajiban
kelengkapan persyaratan seperti akta kelahiran dalam
mengurus anak masuk ke jenjang pendidikan dan lain
sebagainya yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti
Dinas Pendidikan dan Instansi Swasta lainnya agar kesadaran
masyarakat meningkat akan pentingnya dokumen
kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan
Barat harus pro aktif melakukan inovasi atau melakukan
langkah-langkah strategis dengan melibatkan ketua RT dan
membuat buku pokok pemakaman dalam meningkatkan
kepemilikan akta kematian.

Melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait
diantaranya Kementerian agama, Pengadilan Agama melalui
penyelenggaraan isbath nikah dalam meningkatkan cakupan
kepemilikan akta perkawinan dan perceraian khusunya bagi
penduduk yang beragama Islam selain hal tersebut adalah
dengan merealisasikan aplikasi SIMKAH, sehingga pencatatan
perkawinan oleh KUA Kecamatan dapat langsung terkoneksi
dengan SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
perlu mengajukan pertimbangan untuk dibentuknya UPTD dan
pengangkatan petugas registrasi desa/kelurahan guna
memangkas rentang kendali dan membantu tugas-tugas
Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas dalam pemberian

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
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13

14.

15.

16.

17.

. Untuk efektifitas pelayanan dan meningkatkan cakupan
kepemilikan akta kelahiran, maka kegiatan jemput bola yang
dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijanggau pelayanan
agar didasarkan pada data by name by adress yang
dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
agar mengusulkan kepada Kepala Daerah  untuk
mempertimbangkan pembentukan UPTD sebagai
perpanjangan tangan Dinas. Dengan terbentuknya UPTD maka
dapat membantu tugas-tugas Dinas dan memperpendek
rentang kendali, khusunya bagi penduduk yang sulit dijangkau
pelayanan dan jauh dari akses pelayanan.

Melakukan koordinasi  dan membangun/meningkatkan
Kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka
meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, khusunya
akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di masing-masing
Kabupaten/Kota.

Mengajukan dan mengkomunikasikan kepada kepala daerah
dan unit yang mengelola anggaran dengan diserta rencana/
program kegiatan yang rasional dan terukur guna mencukupi
biaya operasional yang sangat kurang/tidak sesuai dengan
tuntutan pelayanan.

Untuk memantapkan penerapan Dukcapil Go Digital
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  berkomitmen
memberikan dukungan dalam penerapan tanda tangan
elektronik dengan optimalisasi dan penguatan teknis untuk
menyelesaikan secara cepat keadaan dimana terjadi kendala
pada sistem yang digunakan serta akan melaksanakan
bimbingan teknis berkelanjutan penerapan SIAK Go Digital
kepada aparatur pengelola SIAK Kabupaten/Kota se

Kalimantan Barat.
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18

19.

20.

21.

. Untuk menyiapkan aparatur pengelola database SIAK
(administrator database dan operator SIAK) sebagaimana diatur
dalam Permenpan dan RB Nomor 34 Tahun 2019 dan Nomor 35
Tahun 2019, maka perlu dipertimbangkan untuk tetap
memberdayakan sumber daya aparatur yang sudah tersedia di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan
Kabupaten/Kota dengan mengupayakan agar dilakukan
penyesuaian terhadap peraturan yang ada termasuk mendorong
agar para ADB yang pendidikan terakhirnya D3 dan operator
SIAK yang pendidikan terakhirnya SMA dapat meneruskan
pendidikannya melalui prioritas Program Tugas Belajar dari
Pemerintah Daerah masing-masing.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis dalam
penerapan SIAK dan KTP-el, Pemerintah Pusat perlu untuk
terus memberikan pelatihan teknis kepada staf teknis di
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Termasuk terus meningkatkan
kapasitas pejabat pengelola PIAK di Kabupaten/Kota dan
Provinsi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi akan
berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK
terhadap perangkat teknologi informasi dan komunikasi,
sumber daya manusia, dan perangkat pendukung dan tempat
pelayanan sebagaimana Permendagri Nomor 65 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kependudukan
dan pencatatan sipil kepada seluruh lapisan masyarakat,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mendorong
Kabupaten/Kota pada tahun 2021 untuk menggunakan
Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai peluang untuk
memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah pada

masyarakat.

BAB 11

82



Laporan Kinerja (LK)
Dinas KependuduRan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

22

23.

24.

25.

26.

. Untuk sinkronisasi tampilan data Print Ready Record dan data
perekaman KTP-el pada aplikasi SIMPEL Adminduk
Administrator Database dan operator SIAK Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
harus senantiasa berkoordinasi dengan para Administrator
Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan masukan dari
daerah tim pembangun aplikasi juga terus menyempurnakan
aplikasi SIMPEL Adminduk.

Dikarenakan sudah banyaknya perangkat SIAK dan KTP-el
baik di Dinas Dukcapil maupun kecamatan yang kondisinya
sudah rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka
diharapkan pusat (Ditien Dukcapil Kemendagri) agar dapat
segera melakukan penghapusan BMN dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang
untuk membebaskan pengelola/pengguna barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

Mengingat aset tersebut merupakan Barang Milik Negara
(BMN) maka untuk biaya pemeliharaannya diharapkan dapat
selalu ditampung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
diberikan oleh pusat kepada daerah.

Untuk perangkat SIAK/KTP-el rusak yang dibawa provinsi dan
kabupaten/kota ke pusat untuk perbaikan langsung oleh tim
teknis yang masih belum ada kejelasan tindak Ilanjut
perbaikannya bilamana perangkat tersebut sudah tidak
dimungkinkan perbaikannya maka sebaiknya dimasukkan
dalam daftar BMN yang akan dihapuskan.

Perlu adanya peremajaan/pengadaan perangkat SIAK dan
KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota melalui APBD Kabupaten/Kota masing-masing
mengingat kinerja layanan dukcapil sangat dipengaruhi oleh
keberfungsian perangkat teknologi yang ada. Apabila

BAB 11

83



Laporan Kinerja (LK)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

27.

28.

29.

30.

31.

dimungkinkan, diharapkan Pemerintah  Provinsi  dapat
mensupport memberikan bantuan perangkat pendukung
pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota
melalui APBD Provinsi.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri
untuk terus memantau kondisi peralatan, jaringan,
ketersediaan blanko yang cukup serta tersedianya
anggaran untuk kegiatan memverifikasi data yang
bermasalah tersebut sehingga data menjadi valid dan
pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota
dapat berjalan lancar.

Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat untuk segera membuat
laporan tertulis ke pemerintah pusat agar dapat menghapus
data-data yang terindikasi ganda, anomali atau data penduduk
tidak aktif lagi atau sudah berumur diatas 23 tahun belum
melakukan perekaman agar tidak muncul lagi pada saat
penerbitan data konsolidasi bersih semester berikutnya oleh
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri.

Menambah jumlah Sumber Daya Manusia terutama untuk
tenaga ADB, operator dan jumlah anggaran untuk kegiatan
jemput bola dan verifikasi data ganda, anomali dan data non
aktif.

Mengalokasikan biaya yang optimal untuk kegiatan Sosialisasi
dan Kebijakan terkait Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan melalui Media Cetak/Elektronik selain
Booklet, Brosur dan Leaflet seperti untuk biaya pencetakan
Baliho, X-Baner dan lain sebagainya.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasana informasi
dan transportasi yang memadai, sehingga memudahkan
masyarakat untuk menerima informasi dan pesan-pesan

pembangunan.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Mendorong Kabupaten/Kota agar selalu mengikutsertakan
aparatur/pegawai yang membidangi kerjasama pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan untuk mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas aparatur, seperti kegiatan sosialisasi,
bimbingan teknis, pelatihan dan kursus baik yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat (Ditien Kependududkan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) maupun
Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat).

Terus mendorong Bupati/Walikota agar memberikan dukungan
anggaran yang memadai dalam rangka penyediaan sarana dan
prasarana untuk mendukung pelaksanaan kerjasama
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Meningkatkan intensitas koordinasi dan sosialisasi kepada
OPD/Lembaga Pengguna untuk melakukan kerjasama dalam
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Mendorong Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyambungkan
jaringan komunikasi data warehouse terpusat dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Mendorong Pemerintah Pusat (Ditien Kependududkan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) untuk membuat
pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan dalam
pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan.

Meningkatkan intensitas  koordinasi dan  melakukan
sosialisasi/bimbingan teknis kepada OPD Provinsi Kalimantan
Barat selaku pengguna data melakukan kerjasama dalam
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Mendorong Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk segera menetapkan
mekanisme akses data DWH terpusat oleh penyelenggara di

provinsi.
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39. Tetap melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan dengan system lama (menggunakan DWH) bagi
yang telah memiliki server DWH untuk kemudian melakukan
transfer ke system DWH terpusat jika sudah memiliki jarkomdat
VPN-IP ke DWH Ditjen Dukcapil Kemendagri.

40. Melakukan advokasi kepada Kepala Daerah tentang
pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk semua
keperluan untuk mendapatkan komitmen dari pemerintah
daerah Kabupaten/Kota agar pengalokasian anggaran
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

TAHUN 2019

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja

tahun 2019, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU),
dan Target Tahun 2019

Nilai
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. | Terkendalinya Persentase fasilitasi 15% 13,35% 89
pertumbuhan penyelenggaraan
penduduk program Keluarga
Berencana, Keluarga
Sejahtera dan
Pengendalian
Penduduk
Nilai Capaian Kinerja Sasaran 89
Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Berhasil

Pencapaian Sasaran 2 “Terkendalinya pertumbuhan
penduduk” dengan indikator kinerja “Persentase fasilitasi
penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga

Sejahtera dan Pengendalian Penduduk”:
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Terlaksananya Sosialisasi Desain Program Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga vyang diikuti oleh 60 Orang dalam rangka
meningkatkan pemahaman mengenai desain program
pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga dan terangkum ke dalam Laporan
Kegiatan.

Terlaksananya Pendataan Pengendalian Penduduk di
Kalimantan Barat agar tersedianya data untuk bahan
perumusan Kkebijakan bidang pengendalian penduduk di
Kalimantan Barat dan terangkum dalam Laporan Kegiatan.
Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana,
Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk kepada 14
Kabupaten/Kota dan terangkum dalamLaporan Kegiatan.
Terlaksananya Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se
Kalimantan Barat yang dihadiri oleh 60 Orang yang tersusun
rumusan kesepakatan urusan pengendalian penduduk,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera se Kalimantan
Barat dan terangkum di dalam Laporan Kegiatan.
Terlaksananya Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas
dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang
dihadiri oleh 60 Orang dan terwujud komitmen ormas dalam
pengelolaan pelayanan dan pembinaan kebesertaan ber-KB
dan terangkum di dalam Laporan Kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Didalam upaya pencapaian sasaran ini, Bidang Kelembagaan
telah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalbar secara optimal. Selain itu, pemanfaatan sumber daya
yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalbar juga dipandang telah cukup efisien, dan
disesuaikan dengan volume beban kerja yang harus
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diselesaikan agar memperoleh hasil yang optimal, sesuai

dengan yang diharapkan.

b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasikan sasaran ini, pada tahun

anggaran 2019 telah ditetapkan untuk melaksanakan Program

Keluarga Berencana. Didalam program ini termuat 5

(lima) kegiatan yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa

pelaksanaan kegiatan tersebut akan dapat mengoptimalkan

pencapaian sasaran “Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

“ yaitu antara lain :

1. Kegiatan Sosialisasi Desain Program Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga.

2. Kegiatan Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalimantan
Barat.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana,
Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk.

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se
Kalimantan Barat.

5. Kegiatan Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas
dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
(TAHUN 2019 DAN 2018)

Pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan sasaran strategis
dan indikator kinerja sehingga tidak dapat membandingkan

dengan tahun sebelumnya.
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3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI
TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
Sebagaimana termuat didalam dokumen Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar Tahun 2019-
2023 merupakan awal tahun periode Renstra sehingga
perencanaan yang ditetapkan mengalami perubahan sasaran dan
indikator-indikator kinerja yang baru.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan
target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel
berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019
dengan Target Jangka Menengah

Target

Janaka Realisasi
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 9 2019
Menengah
1 2 3 4 5
2. | Terkendalinya Persentase fasilitasi 60% 13,35%

pertumbuhan penduduk | penyelenggaraan
program Keluarga
Berencana, Keluarga
Sejahtera dan
Pengendalian
Penduduk

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja
untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal
pengukuran pencapaian sasaran ini mendapat predikat berhasil.

4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian sasaran strategis terwujudnya pengembangan
kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum
dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset serta memperlancar
pelayanan dan administrasi bidang adalah berhasil. Namun

didalam upaya pencapaiannya, masih terdapat kendala yaitu :
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1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
adalah urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan
dasar yang baru menjadi fungsi dalam Dinas Dukcapil Prov
Kalbar, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan khususnya sub
urusan keluarga sejahtera masih berkoordinasi dengan BKKBN
Perwakilan Prov. Kalbar.

2. Dalam pelaksanaannya kegiatan tidak dapat menghadirkan
narasumber dari Disdukcapil Prov Kalbar selaku OPD yang
menangani Sub Urusan Keluarga Sejahtera.

3. Minimnya Kebijakan daerah provinsi terkait Sub Urusan
Keluarga Sejahtera.

4. Tidak semua data yang diminta untuk mendata cakupan
kepemilikan dokumen kependudukan di Kampung KB pada
Kab/Kota disampaikan ke Kadis Dukcapil Prov Kalbar sesuai
surat Gubernur Nomor 470/751/Dukcapil-E tanggal 2 Oktober
2019 tentang Pendataan Pelaksanaan  Administrasi
Kependudukan di Kampung KB.

5. Belum semua Kampung KB terakomodir dalam kegiatan ini,
karena Tahun 2019 Kab. Sintang masih melakukan
pencanangan Kampung KB sebanyak 6 Desa dengan alokasi
DAU (APBD) Kab. Sintang.

6. Data yang diperoleh berasal dari data base SIAK kab/kota yang
tidak dapat dilakukan verifikasi langsung di Kampung KB pada
Kab/Kota karena terbatasnya anggaran.

7. Minimnya jumlah SDM yang menangani Program Keluarga
Berencana menyebabkan terbatasnya analisa terhadap data
yang diperoleh

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam

pencapaian sasaran ini adalah :

1. Penguatan kelembagaan tingkat provinsi sebagai pelaksana
kewenangan pemerintahan daerah provinsi dalam sub urusan

keluarga sejahtera.
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2. Penguatan sumber daya manusia tingkat provinsi sebagai
pelaksana kewenangan pemerintahan daerah sub urusan
keluarga sejahtera.

3. Kebijakan daerah provinsi terkait Sub Urusan Keluarga
Sejahtera Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Provinsi
Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan sesuai dengan
perkembangan peraturan yang berlaku.

4. Data akan didapat dari Data DKB Provinsi Semester 1 Tahun
2019.

5. Penguatan regulasi dan kelembagaan pelaksana program
keluarga berencana di Kalimantan Barat.

6. Tambahan anggaran untuk verifikasi langsung di Kampung KB
pada Kab/Kota dan fasilitasi administrasi kependudukan bagi
penduduk di Kampung KB.

7. Penambahan kapasitas SDM yang menangani Program
Keluarga Berencana.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil telah menetapkan anggaran dalam APBD Tahun 2019 sebesar
Rp. 5.371.521.739,- vyang terdiri dari APBD Murni sebesar
Rp. 5.639.402.800,- dan pada APBD Perubahan terjadi rasionalisasi
anggaran dikurangi Rp. 267.881.061,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 4.818.814.720,- atau 89,71% dari plafond anggaran.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 vyang
dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar
Rp. 1.740.480.000,- dan Realisasi penggunaan DAK sampai dengan akhir
Desember 2019 sebesar Rp. 1.509.405.059,- atau 86,72% dari plafond

anggaran.
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TABEL 3.5
KONTROL ANGGARAN DAN REALISASI
PER MATA ANGGARAN / PER MATA KEGIATAN
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
(Rp) (RP)
TOTAL DANA (APBD+DAK) 3.229.314.612 | 3.158.928.120
A. APBD PROVINSI KALBAR TA 2019 1.679.957.912 | 1.816.919.711
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
1. | Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data 50.174.400 48.710.400
Kependudukan Kabupaten/Kota se Kalimantan
Barat
- BELANJA PEGAWAI 33.615.000 33.615.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 16.559.400 15.095.400
2. | Pemantapan Penerapan SIAK pada 65.110.000 59.731.200
Kabupaten/Kota
- BELANJA PEGAWAI 34.785.000 34.785.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 30.325.000 24.946.200
3. | Pemantapan Pendokumentasian Administrasi 29.094.700 25.414.700
Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas
- BELANJA PEGAWAI 3.400.000 2.600.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 25.694.700 22.814.700
4. | Pemantapan Pendokumentasian Administrasi 40.008.800 28.498.400
Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk
- BELANJA PEGAWAI 3.400.000 3.000.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 36.608.800 25.498.400
5. | Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK 74.890.000 72.375.800
- BELANJA PEGAWAI 5.850.000 5.850.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 69.040.000 66.525.000
6. | Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 39.030.000 30.844.700
Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan
- BELANJA PEGAWAI 6.830.000 6.830.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 32.200.000 24.014.700
7. | Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan 52.221.000 51.055.300
Dokumen Kependudukan pada
Kabupaten/Kota
- BELANJA PEGAWAI 22.410.000 22.410.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 29.811.000 28.645.300
8. | Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen 62.070.000 54.980.000
Kependudukan Tingkat Provinsi
- BELANJA PEGAWAI 50.150.000 50.150.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 11.920.000 4.830.000
9. | Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan 152.720.400 106.521.400
Data Kependudukan
- BELANJA PEGAWAI 26.350.000 26.350.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 126.370.400 80.171.400
10. | Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi 46.620.000 45.915.600
Data
- BELANJA PEGAWAI 30.735.000 30.735.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 15.885.000 15.180.600
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NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
(Rp) (RP)
11. | Pemeliharaan dan Pengembangan Website 32.000.000 32.000.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat
- BELANJA PEGAWAI 26.370.000 26.370.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 5.630.000 5.630.000
12. | Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak 24.600.900 24.600.900
- BELANJA PEGAWAI 3.400.000 3.400.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 21.200.900 21.200.900
13. | Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian 41.858.112 30.434.361
Akta Pencatatan Sipil
- BELANJA PEGAWAI 13.515.000 13.515.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 28.343.112 16.919.361
14. | Penyusunan dan Pengolahan Data Sarana dan 50.760.000 38.310.000
Prasarana Pencatatan Sipil
- BELANJA PEGAWAI 34.785.000 34.785.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 15.975.000 3.525.000
15. | Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 58.419.000 57.842.650
- BELANJA PEGAWAI 29.025.000 29.025.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 29.394.000 28.817.650
16. | Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target 46.245.000 38.884.600
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
Usia 0-18 Tahun
- BELANJA PEGAWAI 27.030.000 26.550.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 19.215.000 12.334.600
17. | Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan 42.000.000 41.750.000
Prasarana Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
- BELANJA PEGAWAI 18.570.000 18.570.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 23.430.000 23.180.000
18. | Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se 105.459.800 94.963.300
Kalimantan Barat
- BELANJA PEGAWAI 7.350.000 7.350.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 98.109.800 87.613.300
19. | Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP- 123.586.700 116.386.700
elektronik
- BELANJA PEGAWAI 38.700.000 31.500.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 84.886.700 84.886.700
20. | Pemantapan Operasional Sarana dan 37.607.100 32.233.300
Prasarana Perekaman dan Pencetakan KTP-el
Kabupaten/Kota
- BELANJA PEGAWAI 2.600.000 2.600.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 35.007.100 29.633.300
21. | Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi 32.800.000 28.258.000
Administrasi Kependudukan
- BELANJA PEGAWAI 4.800.000 4.800.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000 23.458.000
22. | Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi 158.494.000 151.236.400
Monitoring Pelayanan Dan Pelaporan
Administrasi Kependudukan (SIMPEL
Adminduk)
- BELANJA PEGAWAI 6.400.000 6.000.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 20.944.000 19.636.400
- BELANJA MODAL 131.150.000 125.600.000
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23. | Peningkatan Kapasitas Infrastruktur 100.000.000 97.676.000
Pemanfaatan Data Kependudukan
- BELANJA MODAL 100.000.000 97.676.000
24. | Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang 34.737.000 33.527.000
Pemanfaatan Data Kependudukan
- BELANJA PEGAWAI 24.075.000 23.115.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 10.662.000 10.412.000
25. | Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan 69.740.000 52.432.100
Kelahiran Secara Online se Kalbar
- BELANJA PEGAWAI 6.550.000 6.550.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 63.190.000 45.882.100
26. | Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan 31.284.000 27.284.000
Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat
- BELANJA PEGAWAI 4.000.000 4.000.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 27.284.000 23.284.000
27. | Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen 78.427.000 77.175.200
Kependudukan Kabupaten/Kota
- BELANJA PEGAWAI 34.150.000 34.150.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 44.277.000 43.025.200
PROGRAM KELUARGA BERENCANA 165.212.000 150.481.050
1. | Sosialisasi Desain Program Pembangunan 44.157.000 37.307.000
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
- BELANJA PEGAWAI 5.200.000 4.600.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 38.957.000 32.707.000
2. | Pendataan Pengendalian Penduduk di 11.841.000 11.841.000
Kalimantan Barat
- BELANJA PEGAWAI 3.415.000 3.415.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 8.426.000 8.426.000
3. | Monitoring dan Evaluasi Keluarga Sejahtera 24.369.000 19.488.050
Berencana, Keluarga Sejahtera dan
Pengendalian Penduduk
- BELANJA PEGAWAI 6.830.000 6.830.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 17.539.000 12.658.050
4. | Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian 42.098.000 39.698.000
Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera se Kalimantan Barat
- BELANJA PEGAWAI 4.400.000 3.800.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 37.698.000 35.898.000
5. | Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas 42.747.000 42.147.000
dalam Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaaan
Ber-KB
- BELANJA PEGAWAI 4.400.000 3.800.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 38.347.000 38.347.000
JUMLAH 1.845.169.912 | 1.967.400.761
B. Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.384.144.700 | 1.191.527.359
1. | Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Kab/ Kota 89.274.000 72.724.000
- BELANJA PEGAWAI 5.800.000 5.800.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 83.474.000 66.924.000
2. | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 45.135.000 39.047.500
Pencatatan Sipil Kab/ Kota
- BELANJA BARANG DAN JASA 45.135.000 39.047.500
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3. | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi 43.169.000 30.635.600
Administrasi Kependudukan Kab/Kota
- BELANJA BARANG DAN JASA 43.169.000 30.635.600
4. | Bimbingan Teknis Penyusunan Profil 89.274.000 72.724.000
Perkembangan Kependudukan
- BELANJA PEGAWAI 5.800.000 5.800.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 83.474.000 66.924.000
5. | Bimbingan Teknis Administrator Database 115.005.000 108.418.800
Kependudukan (ADB) Pemula
- BELANJA PEGAWAI 4.400.000 4.400.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 110.605.000 104.018.800
6. | Penyusunan Profil Perkembangan 112.810.000 88.144.600
Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat
- BELANJA PEGAWAI 33.090.000 33.090.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 79.720.000 55.054.600
7. | Sosialisasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan 73.686.000 73.683.700
Administrasi Kependudukan melalui Media
Cetak/Elektronik, Brosur, Leaflet dan Booklet
- BELANJA PEGAWAI 5.000.000 5.000.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 68.686.000 68.683.700
8. | Penyusunan Buku Data Kependudukan 76.314.000 63.022.150
Persemester Tingkat Provinsi
- BELANJA PEGAWAI 8.400.000 8.300.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 67.914.000 54.722.150
9. | Penatausahaan Aset SIAK 20.779.000 20.679.000
- BELANJA PEGAWAI 10.200.000 10.100.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 10.579.000 10.579.000
10. | Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan 79.660.000 64.247.200
Data dan Dokumen Kependudukan
- BELANJA PEGAWAI 4.250.000 3.100.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 75.410.000 61.147.200
11. | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data 50.316.400 33.674.000
dan Dokumen Kependudukan
- BELANJA BARANG DAN JASA 50.316.400 33.674.000
12. | Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat 57.220.000 55.820.300
Provinsi
- BELANJA PEGAWAI 4.800.000 4.800.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 52.420.000 51.020.300
13. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 85.303.000 53.583.600
Pelayanan Administrasi Kependudukan
Kab/Kota
- BELANJA PEGAWAI 3.600.000 3.600.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 74.627.600 67.939.600
14. | Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk 78.227.600 71.539.600
- BELANJA PEGAWAI 3.600.000 3.600.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 74.627.600 67.939.600
15. | Rapat Koordinasi dalam Rangka Perekaman 85.760.000 79.974.280
KTP-EL
- BELANJA BARANG DAN JASA 85.760.000 79.974.280
16. | Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan 84.835.200 81.776.000
Administrasi Kependudukan
- BELANJA PEGAWAI 3.600.000 3.600.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 81.235.200 78.176.000
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17. | Fasilitasi Distribusi Blangko KTP-el Ke 85.760.000 79.974.280
Kabupaten/ Kota
- BELANJA BARANG DAN JASA 85.760.000 79.974.280
18. | Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota 87.368.000 75.867.800
Tentang Pencapaian Target Nasional Akta
Kelahiran
- BELANJA PEGAWAI 6.800.000 6.800.000
- BELANJA BARANG DAN JASA 80.568.000 69.067.800
JUMLAH APBD + DAK 3.229.314.612 | 3.158.928.120
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BAB IV
PENUTUP

Secara normatif penyusunan LKJ Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tahun 2019 dimaksudkan untuk memenuhi amanah
Instruksi Presiden Rl Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara substansial penyusunan LKJ merupakan perwujudan
kewajiban instansi pemerintah berkaitan dengan akuntabilitas kinerja
instansi  pemerintah  yaitu untuk  mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan
dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang
merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019,
secara umum dari 2 (dua) sasaran strategis dari Program Penataan
Administrasi Kependudukan dan Program Keluarga Berencana
yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2019, dapat
disimpulkan bahwa selama tahun 2019 sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, diukur dari
pencapaian target-target pada setiap indikator sasaran strategis.

BAB IV 97



Laporan Kinerja (LK)
Dinas KependuduRan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

Namun walaupun sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

kinerja sebagian besar dapat terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas,

masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja

sasaran yang secara umum dihadapi, antara lain :

1.

Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan Provinsi

Kalimantan Barat karena belum tertibnya penyelenggaraan

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan

informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota,
diantaranya :

1) pelaksanaan input data/proses konversi data kedalam
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
terutama data pencatatan sipil belum maksimal serta
penyampaian dan pengelolaan laporan dari Kabupaten/Kota
yang masih mengalami kekeliruan dan keterlambatan

2) belum dikonversikannya sejumlah akta pencatatan sipil ke
dalam aplikasi SIAK,

3) tidak optimalnya pendataan peristiwva kependudukan dan
peristiwva penting lainnya di suatu wilayah karena
keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Dukcapil
Kabupaten/Kota,

4) masih belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait
untuk permasalahan status kewarganegaraan dan pindah-
datang penduduk antar negara.

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan belum

akuratnya data riil yang menunjukkan tingkat capaian/cakupan

perekaman dan kepemilikan dokumen kependudukan, serta
gambaran profil kependudukan di Kalimantan Barat.

Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan

bidang administrasi kependudukan. Perubahan dan penetapan

kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang
penyelenggaraan administrasi kependudukan diantaranya
menyebabkan perubahan mendasar pada sistem dan prosedur
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini
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menjadi persoalan yang harus ditangani oleh Dinas Dukcapil
Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan penyelenggaraan
administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota dapat
berjalan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Belum optimalnya pengelolaan informasi  administrasi
kependudukan karena terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
Aparatur, sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk
mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang
administrasi  kependudukan. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih
menempati gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas
Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan kondisi dan
kapasitas gedung yang belum mampu menunjang pelaksanaan
tugas. Belum tersedia ruang aula, ruang rapat, ruang server dan
warehouse. Kedepannya diperlukan ruang khusus yang akan
difungsikan sebagai data center untuk pengelolaan sistem
informasi administrasi kependudukan. Selain itu, masih terdapat
selisihn yang cukup besar antara (Data Konsolidasi Bersih)
penduduk Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Ditjen
Dukcapil Kemendagri dengan data pelayanan kependudukan
Kabupaten/Kota, diantaranya disebabkan oleh  masih
dimasukkannya data ganda, data anomali dan data penduduk
dengan flag status diatas 0 (penduduk sudah pindah, meninggal
atau penduduk tidak aktif) kedalam database kependudukan.
Program dan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena

1) belum didukung dengan SDM Aparatur, infrastruktur sarana
dan prasarana serta pembiayaan yang memadai,

2) terbatasnya pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan
dalam melakukan kerjasama pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan,
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3) masih rendahnya pemahaman OPD akan pentingnya
kerjasama dalam pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan dan masih minimnya OPD yang melakukan
kerjasama.

Tidak memadainya pelaksanaan tupoksi keluarga berencana,

keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk pada Dinas

Dukcapil Provinsi Kalbar. Penambahan fungsi keluarga

berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk

dalam sub bidang pada Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar
menyebabkan terbatasnya fungsi tersebut untuk dilaksanakan
secara optimal karena terbatasnya SDM Aparatur yang menjadi
pelaksana teknis yang secara struktural berada dibawah Seksi

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan KB, serta

terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk

melaksanakan fungsi dimaksud. Hal ini karena secara umum
nomenklatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, sehingga seluruh sumber
daya yang dimiliki organisasi difungsikan untuk mencapai tujuan
penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan

sipil sebagaimana diuraikan di atas, maka beberapa solusi yang

ditawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1.

Meningkatkan  intensitas  koordinasi  antar  pemerintah
Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat untuk mengkonsultasikan dan memfasilitasi segala bentuk
permasalahan teknis yang dihadapi daerah dalam rangka
mengimplementasikan tertib penyelenggaraan pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
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Melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk membahas permasalahan teknis di daerah dengan
mendatangkan Narasumber dari Ditjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai upaya menyatukan
persepsi dan langkah dalam menindaklanjuti permasalahan
terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Meningkatkan upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan
pengelolaan informasi  administrasi  kependudukan  di
Kabupaten/Kota maupun SDM yang menangani Program
Keluarga Berencana melalui berbagai bimbingan teknis di
Provinsi atau dapat pula dilaksanakan di Ditjen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan mengajukan surat
permohonan yang dapat dikoordinir oleh Provinsi.

Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi
dan alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan
bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan
pengendalian penduduk pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Diharapkan LKJ ini dapat dijadikan sebagai media untuk

melakukan evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil pada tahun 2019 dalam pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya hasil evaluasi tersebut hendaknya dimanfaatkan sebagai

bahan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang

secara berkelanjutan.
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FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD/Unit Kerja Mandiri : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran : 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. | Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan . Persentase kepemilikan KTP-el 84% 89,59% 106,65
sipil di Kalimantan Barat
. Persentase kepemilikan KIA 18% 12,72% 70,67
. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 85,62% 84,35% 98,52
. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan 25% 38,1% 152,4
Kematian
. Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 15% 15% 100
. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid 83% 90,11% 108,57
. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen 30% 23,27% 77,57
kependudukan Provinsi Kalimantan Barat
2. | Terkendalinya pertumbuhan penduduk . Persentase fasilitasi  penyelenggaraan program  Keluarga 15% 13,35% 89

Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk

Formulir Pengukuran Kinerja Dinas Dukcapil Prov. Kalbar Tahun 2019






